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MOTO 
                          
                       
        
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 
Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu 
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. 
( Q.S An-Nisa‟: 29 ) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan 
tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. 
Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai 
berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak 
dilambangkan  
Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa Ḥ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż Zet (dengan titik di atas) 
ر Ra R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص Ṣad Ṣ Es (dengan titik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ De (dengan titik di bawah) 
ط Ṭa Ṭ Te (dengan titik di bawah) 
ظ Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di bawah) 
ع „ain …‟… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
م Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ه Ha H Ha 
ء Hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
2. ركذ Żukira 
3. بهذي Yażhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. ح ول  Ḥaula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ Fathah dan alif 
atau ya 
Ā a dan garis di atas 
أي...  Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas 
و...أ Dammah dan 
wau 
Ū u dan garis di atas 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qāla 
2. ليق Qīla 
3. لوقي Yaqūlu 
4. يمر Ramā 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضور Rauḍah al-aṭfāl  
2. ةحلط Ṭalḥah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للالجا Al-Jalālu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuzūna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لوسرلاإ دحمم ام و Wa mā Muḥammdun illā rasūl 
 ينلماعلا بر للهدملحا Al-ḥamdu lillahi rabbil ꞌālamīna 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 ينقزارلايرخ وله للها نإو Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin / 
Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn 
 نازيلماو ليكلا اوفوأف Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa 
auful-kaila wal mīzāna 
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ABSTRAK 
 Muktiwati, NIM. 142111131; ” PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL 
ANTARA GABUNGAN KELOMPOK TANI KABUL LESTARI JAYA DAN 
PETERNAK SAPI DI DESA PANUNGGALAN KECAMATAN 
PULOKULON  KABUPATEN GROBOGAN MENURUT KONSEP 
MUḌĀRABAH” 
Islam menganjurkan untuk bermuamalah dengan berbagai bentuk, 
salah satunya dengan muḍārabah yaitu kerjasama antara dua orang atau lebih 
dengan modal berasal dari salah satu pihak. Jika melihat sekilas dari 
pengertian tersebut, Gapoktan Kabul Lestari Jaya telah melakukan kegiatan 
ber-muḍārabah meski tidak menggunakan istilah tersebut. Penelitian ini 
dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana hibah dalam 
pelaksanaan kerjasama yang dilakukan Gapoktan dengan peternak sapi di desa 
Panunggalan serta bagaimana pelaksanaan kerjasama yang dilakukan 
Gapoktan dengan peternak sapi tersebut menurut konsep muḍārabah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan 
menggunakan sumber data primer dari wawancara langsung dengan pihak 
peternak sapi dan pengurus Gapoktan Kabul Lestari Jaya.  
 Gapoktan merupakan gabungan kelompok tani yang memiliki pengaruh bagi 
kesejahteraan anggotanya. Dari Gapoktan ini terbentuk bermacam usaha dan 
kerjasama mewujudkan kesejahteraan anggotanya. Salah satunya Gapoktan 
Kabul Lestari Jaya dengan produk kerjasama ternak sapi. Dimana modal dari 
Gapoktan hanya berupa sapi sedangkan kandang peternak menyediakan 
sendiri. Dalam kerjasama ini, kebijakan prosentase keuntungan yaitu 30% 
untuk Gapoktan dan 70% untuk peternak. Hal ini tentunya sangat 
menguntungkan bagi peternak karena biasanya kerjasama pada umumnya 
maksimal prosentase pembagian hasil 50% untuk pengelola.  
Kata Kunci: Gapoktan Kabul Lestari Jaya, Peternak sapi, Muḍārabah, Bagi Hasil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 Muktiwati, NIM. 142111131; ” PELAKSANAAN SISTEM BAGI HASIL 
ANTARA GABUNGAN KELOMPOK TANI KABUL LESTARI JAYA DAN 
PETERNAK SAPI DI DESA PANUNGGALAN KECAMATAN 
PULOKULON  KABUPATEN GROBOGAN MENURUT KONSEP 
MUḌĀRABAH” 
Islam advocates to negotiate  with various forms, one with muḍārabah 
the cooperation between two or more people with the capital comes from one 
party . If you take a glimpse of this understanding, Gapoktan Kabul Lestari 
Jaya has done muḍārabah activities although not using the term. This 
research was conducted to find out how the management of grant funds in the 
implementation of corporation made by Gapoktan with cattle ranchers in the 
Panunggalan village and how the implementation of coorporatin made 
Gapoktan and cattle ranchers according to the concept of muḍārabah. 
This research includes descriptive qualitative research type by using 
primary data source from direct interview with livestock and Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya . 
Since Gapoktan is formed various efforts and cooperation to realize 
the welfare of its members. One of them is Gapoktan Kabul Lestari Jaya with 
cooperative products of cattle. Where the capital of Gapoktan only a cow 
while the cage breeders provide their own. In this cooperation, the percentage 
of profit policy is 30% for Gapoktan and 70% for farmers. This is certainly 
very profitable for farmers because usually cooperation in general maximum 
percentage of 50% revenue sharing for the manager.  
Keywords: Geboktan Kabul Lestari Jaya, Cattle Farmers, Muḍārabah, Profit 
Sharing. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kelompok tani merupakan kelembagaan di tingkat petani yang 
dibentuk untuk secara langsung mengorganisir para petani dalam 
berusahatani. Kementerian Pertanian mendefinisikan kelompok tani 
sebagai kumpulan petani atau peternak atau pekebun yang dibentuk atas 
dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, 
ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan 
mengembangkan usaha anggota. Kelompok tani dibentuk oleh dan untuk 
petani, guna mengatasi masalah bersama dalam usahatani serta 
menguatkan posisi tawar petani, baik dalam pasar sarana maupun pasar 
produk pertanian.
1
 
Sejak program Bimbingan Massal (Bimas) tahun 1968 dan 
Intensifikasi Khusus (Insus) tahun 1979, Supra Insus tahun 1986/87,  
peran kelompok tani makin signifikan. Bahkan pembentukan kelompok 
tani seakan menjadi kewajiban, bukan kebutuhan petani. Penyaluran 
Kredit Usaha Tani (KUT) dan program-program bantuan pemerintah 
untuk pertanian selalu disalurkan melalui kelompok tani, karena dinilai 
lebih efisien. Konsekuensinya, semua desa harus membentuk kelompok 
tani untuk mendapat fasilitas layanan pemerintah. Semua petani secara 
otomatis dijadikan sebagai anggota kelompok. Tidak mengherankan jika 
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banyak petani yang tidak tahu mereka termasuk sebagai anggota kelompok 
apa dan siapa ketua kelompoknya.  
Belakangan ini kelompok tani diperbesar menjadi gabungan 
kelompok tani pada satu wilayah administratif (desa) atau dikenal dengan 
istilah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Berdasarkan Keputusan 
Menteri Pertanian Nomor 93/Kpts/OT.210/3/1997 tentang Pedoman 
Pembinaan Kelompok Tani-Nelayan, “Gabungan Kelompok Tani” adalah 
merupakan gabungan dari beberapa kelompok tani yang melakukan usaha 
agribisnis di atas prinsip kebersamaan dan kemitraan sehingga mencapai 
peningkatan produksi dan pendapatan usahatani bagi anggotanya dan 
petani lainnya. Karena itu, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) 
kemudian dikenal sebagai wadah kerjasama antar kelompok tani.
2
 Pada 
tahun 2010, adanya paket BANSOS untuk kelompok Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya yang ada di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon dengan 
dana anggaran yang diberikan pemerintah sebesar Rp 322.500.000,00 
diwujudkan  berupa: 
1. Rumah Kompos 1 unit 
2. Kandang Komunal 1 unit 
3. Kendaraan Roda tiga 1 unit 
4. Ternak Sapi 35 ekor.3 
Dengan adanya dana BANSOS dari pemerintah tersebut kemudian 
diwujudkan dalam bentuk kerjasama ternak sapi antara Gapoktan dan 
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anggota Gapoktan yang tentunya diharapkan akan menghasilkan 
keuntungan. Pembagian keuntungan dibagi antara Gapoktan dengan 
peternak sapi dengan prosentase masing-masing 30% untuk Gapoktan dan 
70% untuk peternak sapi. Sistem pelaksanaan kerjasama ini, sapi yang 
berjumlah 35 ekor diletakkan dalam satu kandang komunal namun seiring 
berjalannya waktu ada perubahan pelaksanaan. Sapi yang seharusnya 
ditempatkan dalam satu kandang komunal menjadi ditempatkan pada 
rumah masing-masing peternak. Kerjasama yang bermula semua modal 
berasal dari dana BANSOS dengan adanya penempatan sapi di rumah 
masing-masing peternak menjadikan peternak harus mengeluarkan modal 
untuk pembuatan kandang sapi. 
Persoalan tersebut mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut 
terhadap pelaksanaan kerjasama bagi hasil yang dilakukan antara 
Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan peternak sapi. Dalam konsep bagi hasil 
menurut Islam ada konsep muḍārabah di mana dalam rukunnya harus ada 
aqidain (orang yang berakad), ungkapan serah terima, modal, usaha serta 
keuntungan. Hal ini menarik diteliti karena dalam kerjasama ini dilakukan 
antara Gapoktan dan peternak sapi dengan keuntungan 70% : 30%. Pada 
dasarnya  muḍārabah membagi keuntungan berdasarkan kesamaan.4 
Berangkat dari uraian di atas penting untuk diteliti kebijakan kerjasama 
antara Gapoktan dan peternak sapi membuat persentase keuntungan lebih 
banyak untuk peternak sapi. 
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Berdasarkan uraian  latar belakang di atas, maka penulis bermaksud 
untuk melakukan penelitian mengenai pelaksanaan bagi hasil ternak sapi 
tersebut dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “PELAKSANAAN 
SISTEM BAGI HASIL ANTARA GABUNGAN KELOMPOK TANI 
KABUL LESTARI JAYA DAN PETERNAK SAPI DI DESA 
PANUNGGALAN KECAMATAN PULOKULON  KABUPATEN 
GROBOGAN MENURUT KONSEP MUḌĀRABAH”. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana pelaksanaan kerjasama antara Gapoktan dengan peternak 
sapi di desa Panunggalan? 
2. Bagaimana pelaksanaan bagi hasil peternak sapi tersebut menurut 
konsep muḍārabah? 
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Tujuan penelitian skripsi ini adalah: 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan 
Gapoktan serta peternak sapi di desa Panunggalan. 
2. Untauk mengetahui tinjauan ekonomi Islam pelaksanaan sistem bagi 
hasil peternak sapi menurut konsep muḍārabah. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah hasanah keilmuan Islam 
khususnya tentang sistem bagi hasil menurut konsep muḍārabah . 
2. Penelitian ini sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis untuk 
wacana pengembangan ekonomi sesuai hukum Islam yang dapat 
dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan 
kehidupan beragama yang berkenaan dengan perkara muamalah, 
khususnya dalam praktek pelaksanaan sistem bagi hasil dengan konsep 
muḍārabah bagi para pihak yang melaksanakan akad muḍārabah. 
D. Kerangka Teori 
Salah satu kerja sama dalam Gapoktan adalah adanya modal dari 
kelompok tani dalam bidang peternakan yang diperoleh dari APBN 
kemudian dikelola Gapoktan, dimana Gapoktan memberikan  modal   
(berupa sapi) kepada anggota yang akan menjadi peternak sapi tersebut. 
Dari kerja sama tersebut kemudian akan memperoleh laba yang akan 
dibagi antara kelompok tani dan juga peternak sapi.  
Tinjauan umum skala  usaha ternak sapi usaha peternakan 
khususnya di Indonesia masih dikelola secara tradisional yang bercirikan 
dengan usaha hanya sebagai usaha sampingan.
5
 Meski hanya usaha 
sampingan namun bermanfaat bagi pemodal dan pengelola modal 
(peternak sapi) karena dalam usaha ini pasti ada pembagian keuntungan 
atau bagi hasil. Salah satu bagi hasil dalam Islam adalah muḍārabah. Ada 
beberapa pendapat mengatakan bahwa praktek muḍārabah telah dilakukan 
Nabi  ketika bermitra dengan Khadijah pada masa pra-kenabian. 
Secara sederhana, muḍārabah merupakan salah satu bentuk 
kerjasama dalam lapangan ekonomi, yang biasa dikenal dengan istilah 
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qiraḍ yang berarti (potongan). Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-
Muzammil ayat 20:  
 ِوَّللا ِلْضَف ْنِم َنْوُغ َتْب َي ِضْرَلأا ىِف َنْو ُِبرْضَي َنوُرَخاَءَو 
Artinya: 
 Dan  yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (Q.S 
Al-Muzammil:20)
6
. 
 
Ayat ini membicarakan teknis pelaksanaan akad  muḍārabah, 
secara umum berbicara ke-Maha Tahuan Allah terhadap orang-orang yang 
mencari menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi.
7
 
Dalam akad muḍārabah, ayat Al-Qur‟an yang sering disebut 
sebagai landasan adalah Q.S Al- Baqarah:198 
 ْمُكَِّبر ْنِم ًلاْضَف أوُغ َتْب َت ْنَا ٌح اَنُج ْمُكْيَلَع َسَْيل 
Artinya:  
Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu (Q.S Al- 
Baqarah:198).
8
. 
 
Meski secara teknis tidak menjelaskan tentang akad muḍārabah, 
akan tetapi menjelaskan kebolehan mencari rizki di musim haji sepanjang 
dengan kesesuaian yang dihalalkan Allah. Dilanjutkan dengan pesan agar 
mencari rizki tidak sampai melupakan Allah ketika haji.
9
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Adanya sebuah hadis yang menjadi landasan teknis tentang 
kehalalan akad muḍārabah. Sebuah riwayat yang menunjukkan bahwa 
Nabi mengakui praktek muḍārabah dalam  riwayat tersebut Nabi 
bersabda: 
 َو ٍلَجَا ىَلِا ُعيَبْلا ُةََكر َبْلا َّنِهْيِف ٌثَلاَث َمَّلَسَو ِوْيلَع ُوَّللا يَّلَص ِوَّللا ُلْوُسَر َلَاق ُةَضَر اَقُمْلا
 ِعْي َبْلِلَلا ِتْي َبِْلِلرْيِع َّشلِابِّر ُبْلا ُطَلاْخَاَو 
Artinya: 
 Tiga bentuk usaha yang diberkahi oleh Allah, yaitu menjual dengan 
kredit, muqharadhah (mudharabah) dan mencampur gandum dan gandum 
kering karena untuk kepentingan konsumtif bukan untuk diperjual 
belikan.
10
 
 
Di samping itu, Imam Malik dalam kitabnya, Al-muwatha‟ juga 
menyebutkan
11
: 
اَمُه َن ْ ي َب َحْبِّرلا َّنَا يَلَع وْيِف ُلَمْع َياًضاَرِقًلااَم ُهَاطْعَا َناَّفَع َنْب َناَمْثُع َّنَا 
Artinya: 
 Bahwa Usman Ibn Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola 
(oleh orang lain) dengan model qiraḍ dan keuntungan dibagi diantara 
keduanya. 
 
Dua hadis diatas mempertegas bahwa, landasan hukum keabsahan 
teknis transaksi muḍārabah atau qiraḍ terjadi masa Rasulullah bersama 
sahabat-sahabat. Hadis pertama menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa 
praktek muḍārabah menjadi sebuah model akad yang diridhai Allah. 
Sedang hadis kedua mengindikasikan sebuah praktek qiraḍ yang 
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dilaksanakan dengan cara berbagi untung. Teknis pelaksanaan dari akad 
tersebut tergambar dalam hadis kedua ini.
12
 Menurut Jumhur Ulama‟ 
rukun akad muḍārabah13: 
1. A’qidain (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan 
ṣaḥibul māl (orang yang mempunyai modal) 
2. Al-māl (modal), sejumlah dana yang dikelola  
3. Al-ribḥ (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama 
sesuai kesepakatan 
4. Al- a’mal (usaha) dari muḍārib 
5. Ṣigat (ungkapan serah terima) 
Akad muḍarabah dapat dikategorikan menjadi dua jenis14: 
b. Muḍārabah Muṭlaqah, penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. 
Pekerja bebas mengelola modal untuk usaha apapun yang 
mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang diinginkan. 
Muḍārabah jenis ini lebih memberikan keleluasaan pada pengelola 
untuk mengelola modalnya tidak terbabatasi oleh spesifikasi jenis 
usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja. Namun 
begitu, tetap harus secara jujur dan terbuka menyampaikan 
perkembangan usaha kepada ṣaḥibul māl. 
c. Muḍārabah Muqayyadah, penyerahan modal dengan syarat-syarat 
tertentu. Dalam pengelolaannya pengelola dibatasi dengan spesifikasi 
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jenis usaha, waktu, tempat usaha tertentu, sesuai dengan syarat-syarat 
yang ditetapkan bersama ṣaḥibul māl. 
Beberapa kelebihan akad ini menunjukkan bahwa akad ini 
merupakan akad ideal dalam transaksi bisnis. Prinsip bagi hasil yang 
menjadi ciri khas akad kerjasama merupakan jaminan akad adanya 
keadilan bagi pihk-pihak yang melakukan kontrak. Namun demikian, akad 
muḍārabah akan berjalan baik dan saling menguntungkan jika memenuhi 
beberapa prasyarat, diantaranya: 
1. Akad ini didasari kejujuran, pihak-pihak yang berakad dituntut 
berpegang teguh pada informasi yang jujur dan apa adanya. 
Ketidakjujuran menyebabkan tercederainya akad yang telah 
disepakati. 
2. Transparan, prasyarat ini terkait dengan laporan yang harus 
disediakan oleh muḍārib. Muḍārib harus menyediakan laporan 
secara fair, tidak ada yang ditutup-tutupi, ṣaḥibul māl mempunyai 
hak untuk mengetahui perkembangan usaha secara transparan dari 
muḍārib.  
3. Jauh dari kecurangan, artinya muḍārib harus secara sungguh-
sungguh menjalankan amanah yang diterimanya dari ṣaḥibul māl. 
Praktik usaha yang dilakukan oleh muḍārib harus sesuai dengan 
kesepakatan- kesepakatan yang telah dicapai bersama. 
4. Managerial yang rapi, bahwa akad yang harus didasari oleh 
kejujuran kedua belah pihak. Disadari bahwa, akad muḍārabah 
adalah akad yang memiliki resiko tinggi, khususnya bagi pemilik 
modal. Untuk meminimalisir dan bahkan untuk yang menghapus 
resiko tersebut diperlukan catatan-catatan yang ketat dan rapi agar 
akad ini dapat dipertanggungjawabkan khususnya bagi muḍārib. 
Managerial yang tidak rapi akan memberi peluang bagi muḍārib 
untuk tidak amanah. 
Adapun hikmah atau manfaat diperbolehkannya muamalah dalam 
bentuk muḍārabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan 
manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak 
yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya 
modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang 
yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua 
belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.
15
 
 
E. Tinjauan Pustaka 
Dalam kajian pustaka berguna sebagai bahan acuan yang relevan 
dengan penelitian yang terdahulu, kajian pustaka ini berguna untuk 
menghindari adanya plagiasi atau penjiplakan atas karya orang lain, 
berdasarkan fokus penelitian, penelitian ini tentunya berbeda dengan yang 
sudah ada. Fokus penelitian penulis dalam topik ternak sapi ini adalah 
praktek pelaksanaan sistem bagi hasilnya di Desa Panunggalan dimana 
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dana yang digunakan untuk membelikan sapi berasal dari negara bukan 
milik perseorangan anggota kelompok tani . 
Dibawah ini peneliti ajukan referensi yang berkaitan dengan 
penelitian ini: 
Skripsi Nunung Indarti, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
(STAIN) Surakarta, 2005 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap 
Pelaksanaan Bagi Hasil dalam Gaduh Sapi di Desa Soka Kecamatan Miri 
Sragen”. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa praktik bagi 
hasil pemeliharaan sapi di desa Soka tidak hanya sebagai cara memperoleh 
keuntungan namun juga sebagai perwujudan sikap tolong menolong dan 
saling bergantung antara pihak pemilik dan pemelihara dan dalam 
praktiknya termasuk kategori muḍarabah (tidak bertentangan dengan 
hukum Islam). 
Skripsi Siti Fatimah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau Pekanbaru, 2011 yang berjudul “Pelaksanaan Sistem Bagi Hasil 
Peternak Sapi di Desa Sejangat ditinjau Menurut Konsep Muḍarabah”. 
Hasil penelitian ini memberi kesimpulan pelaksanaan sistem bagi hasil di 
Desa Sejangat pada usaha ternak sapi menggunakan revenue sharing 
dengan porsi nisbah 50% : 50% namun dalam hal ini kedua belah pihak 
hanya menggunakan akad lisan dengan dalam pelaksanaannya memiliki 
faktor pendukung dan penghambat, kemudian tinjauan ekonomi Islam 
mengenai usaha ini masih belum sesuai sepenuhnya dengan prinsip 
syariah. Dalam menjalankan usaha ternak sapi tersebut pemilik modal dan 
pengelola modal sama-sama melakukan akad dan disepakati di awal 
kontrak, pemilik sapi memberikan modal berupa sapi kepada pengelola 
sapi untuk memelihara sapi tersebut dan keuntungan yang diperoleh akan 
dibagi dua atau 50% : 50%. Hal tersebut sudah disepakati oleh kedua 
belah pihak meskipun hanya melalui akad lisan. Namun, dalam pembagian 
keuntungan di sini pemilik modal tidak membagi sesuai dengan 
kesepakatan. Jika memang pemilik modal mengambil uang dari hasil 
keuntungan tersebut untuk keperluan usaha tersebut, maka hendaklah 
dijelaskan kepada pengelola, dan jika ada perubahan akad dalam 
pembagian keuntungan maka dari awal harus dibicarakan kepada 
pengelola supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik modal.  
Dalam Jurnal Kajian Hukum Islam (Al-Manahij) oleh Ahmad 
Dahlan, 2014 yang berjudul “Two Tier Muḍārabah Di Bank Syariah: 
Transformasi Fikih Dalam Bisnis Islam”. Hasil penelitian ini memberi 
kesimpulan bahwa model two tier muḍārabah sebagai konsep awal bank 
syariah merupakan transformasi fikih dalam bisnis yang spektakuler. 
Konsep yang dapat memadukan nilaikeuntungan secara integratif antara 
ṣaḥibul māl pada pendanaan (liability) dan muḍārib pembiayaan (asset). 
Model two tier muḍārabah juga mengartikan sebagai basis pengembangan 
stakeholder value atau metode pengambilan keuntungan yang berbasis 
profit and loss sharing untuk semua yang berakad sehingga terjadi 
keadilan, terutama muḍārib pada pembiayaan (fund-user). Seiring evolusi 
bank Islam, model two tier muḍārabah yang sejatimya primer , telah 
bergeser oleh model  alternatif one tier muḍārabah multi investasi. One 
tier muḍārabah multi investasi yaitu model transaksional pendanaan 
berbasis multi investasi (produk) yang dalam pengambilan keuntungannya 
menggunakan pendapatan tetap (fix-income), sehingga nasabah 
pembiayaan wajib untuk selalu dapat memberi keuntungan kepada pihak 
bank. Evolusi inilah yang kemudian oleh Siddiqi sebagai pencetus two tier 
muḍārabah tidak segan untuk mengkritik eksistensi bank syariah. 
F. Metode Penelitian 
1. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 
yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang 
keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya 
bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau 
masyarakat.
16
Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini dengan 
menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian 
yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku 
yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Sifat 
pendekatan sosiologis, dengan mengambil lokasi di Desa Panunggalan, 
Kabupaten Grobogan. Adapun yang menjadi pertimbangan atau alasan 
daerah ini dijadikan lokasi penelitian adalah karena di sinilah adanya 
usaha ternak sapi dengan sistem bagi hasil dimana kerjasama 
dilakukan oleh sebuah kelompok (Gapoktan dengan anggotanya yang 
beternak sapi) bukan perseorangan yang biasa dilakukan oleh 
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masyarakat. Selain itu juga karena lancarnya akses transportasi menuju 
desa tersebut, karena letak geografis kecamatan ini di pinggir jalan 
raya, sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan aktifitas 
penelitian. Untuk menentukan subyek dalam penelitian ini, penulis 
menggunakan teori snowball. Yaitu dalam pencarian data 
menggunakan bantuan key-informant. Dari petunjuk key-informant 
inilah yang akhirnya berkembang dalam pencarian responden, 
sehingga jumlah responden yang dikehendaki dapat terpenuhi.
17
 
Dalam hal ini, yang menjadi key-informant adalah Pengurus Gapoktan 
dan peternak sapi di Desa panunggalan. 
2. Sumber Data 
Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari:  
a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lokasi 
penelitian melalui wawancara pengurus Gapoktan serta 
wawancara pada peternak sapi di Desa Panunggalan, Kecamatan 
Pulokulon. 
b. Data Sekunder, data yang berfungsi sebagai pendukung dari 
masalah dalam penelitian ini. Data ini umumnya identic dengan 
data untuk membangun landasan teori. Sumber data dalam 
penelitian ini meliputi data tertulis, berupa buku, majalah, arsip, 
dokumen pribadi dan dokumen resmi.
18
 
3. Lokasi dan Waktu Penelitian 
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Lokasi Penelitian berada di Desa Panunggalan, Kecamatan 
Pulokulon dengan waktu penelitian dimulai pada Bulan Juli 2017 
sampai November 2017. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan 
tekhnik pengumpulan data antara lain : 
a. Wawancara 
 Yaitu melakukan wawancara langsung dengan narasumber 
atau responden yaitu pengurus Gapoktan, guna melengkapi data 
yang diperlukan tentang pelaksanaan bagi hasil dengan sistem 
muḍārabah serta para peternak sapi. Adapun yang menjadi 
responden wawancara penggalian data dalam skripsi ini adalah: 
1) Suyoto (Sebagai Bendahara Gapoktan Kabul Lestari Jaya) 
2) Para peternak sapi yang memelihara sapi Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya. 
b. Dokumentasi 
Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang 
berupa catatan transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 
notulen rapat, dan sebagainya.
19
 
5. Analisis Data 
Setelah data terkumpul, penyusunan menganalisisnya dengan 
cara berfikir deduktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dengan kaidah 
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yang bersifat khusus kemudian disusun rumusan masalah yang bersifat 
umum. 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami skripsi ini, dalam 
pembahasannya penulis membagi menjadi beberapa bab yang masing-
masing bab terdiri dari: 
Bab pertama merupakan pendahuluan.Bab ini akan menjelaskan 
latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi 
penelitian dan sistematika penulisan. 
Dalam bab kedua ini penulis akan menguraikan teori-teori tentang 
sistem muḍārabah, landasan hukum dan pendapat ulama tentang 
muḍārabah, rukun muḍārabah, jenis-jenis muḍārabah dan manfaat 
muḍārabah. 
Dalam bab ketiga penulis menerangkan mengenai letak geografis 
dan demografis, ekonomi, pendudukan, sejarah Gapoktan, sejarah 
Gapoktan Kabul Lestari Jaya, gambaran umum kerjasama ternak sapi, 
praktek kerjasama ternak sapi. 
Bab keempat penulis menguraikan mengenai sistem bagi hasil 
dalam usaha ternak sapi, faktor-faktor pendukung yang mendorong 
masyarakat mau mengelola sapi dan tinjauan secara konsep muḍārabah 
terhadap pelaksanaan bagi hasil usaha ternak sapi tersebut. 
Dalam bab kelima menguraikan kesimpulan dan saran yang dibuat 
berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, tentu 
berdasarkan pengalaman yang penulis dapatkan di lapangan selama 
melakukan penggalian data. Sehingga, diharapkan hasil penelitian ini 
membawa manfaat, baik dunia riset di perguruan tinggi, maupun 
masyarakat Indonesia secara luas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
KONSEP BAGI HASIL DALAM ISLAM 
(MUḌĀRABAH) 
 
 
A. Pengertian Bagi Hasil 
Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana adanya perjanjian atau 
ikatan usaha bersama dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha 
tersebut dibuat perjanjian adanya pembagian hasil atas keuntungan yang 
akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Dalam akad bagi hasil 
dikenal empat  macam akad
20
: 
1. Akad syirkah, yaitu akad antara dua pihak atau lebih untuk melakukan 
kerjasama dalam usaha pembagian keuntungan. Dapat berbentuk 
syirkah milk dimana beberapa pihak mempunyai satu aset tertentu 
karena sebab alami seperti warisan atau bisa berbentuk syirkah akad 
dimana beberapa pihak bersepakat melakukan kerjasama usaha dan 
bagi hasil. 
2. Akad muḍārabah, akad ini adalah akad yang menjadi bagian akad 
syirkah dimana seluruh pihak bersepakat, modal menjadi tanggung 
jawab salah satu pihak dan dikelola dengan pihak lain dengan dikelola 
dan pendapatan akan dibagihasilkan. 
3. Akad muzara’ah, yaitu akad bagi hasil pertanian dimana tanah 
menjadi tanggung jawab satu pihak dan dikelola pihak lain dan 
hasilnya menjadi hak keduanya. 
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4. Akad musaqah, yaitu bagian dari akad pertanian dimana ketersediaan 
pohon menjadi tanggung jawab satu pihak dan dikelola oleh pihak 
laindan hasilnya menjadi hak-hak pihak akad. 
Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak 
ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya 
kerelaan di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme 
perhitungan bagi hasil yang biasa diterapkan adalah sebagai berikut: 
1. Profit sharing 
Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi 
keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.
21
Profit 
secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan 
(total revenue) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (total 
cost). Dalam istilah lain profit sharing adalah perhitungan bagi hasil 
didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi 
dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan 
tersebut. 
Sedangkan menurut Dwi Suwiknyo, profit sharing yaitu 
seluruh pendapatan, baik hasil investasi dan maupun pendapatan fee 
atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi biaya-biaya 
operasional bank.
22
 
2. Revenue sharing 
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Revenue sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari 
dua kata yaitu, revenue yang berarti hasil, penghasilan, 
pendapatan.
23
Sharing adalah bentuk kata kerja dari share yang berarti 
bagi atau bagian. Revenue sharing berarti pembagian hasil, 
penghasilan atau pendapatan. Jadi perhitungan bagi hasil menurut 
revenue sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berdasarkan pada 
revenue (pendapatan) dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha 
sebelum dikurangi dengan beban usaha untuk mendapatkan 
pendapatan usaha tersebut. 
Dwi Suwiknyo menjelaskan revenue sharing adalah proses 
distribusi pendapatan dilakukan sebelum memperhitungkan biaya 
operaisonal yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang 
didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana, dana tidak 
termasuk pendapatan fee atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan 
oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama harus dilokasikan 
untuk mendukung biaya operasional.
24
 
Aplikasi kedua dasar bagi hasil ini mempunyai kelebihan dan 
kekurangannya masing-masing. Pada profit sharing semua pihak yang 
terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang 
diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana 
mengalami kerugian yang normal. Di sini unsur keadilan dalam berusaha 
betul-betul diterapkan. Apabila pengelola dana mendapatkan laba besar 
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maka pemilik dana juga mendapatkan bagian besar, sedangkan kalau 
labanya kecil maka pemilik dana juga mendapatkan bagi hasil dalam 
jumlah yang kecil pula, jadi keadilan dalam berusaha betul-betul terwujud. 
Dalam revenue sharing, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi 
hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. 
Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan 
mendapatkan bagi hasilnya. Tetapi bagi pengelola dana hal ini dapat 
memberikan risiko bahwa suatu periode tertentu pengelola dana 
mengalami kerugian, karena bagi hasil yang diterimanya lebih kecil dari 
beban usaha untuk mendapatkan revenue tersebut. Dari uraian di atas 
dapat terlihat perbedaan  mendasar yang membedakan antara kedua prinsip 
tersebut terletak pada hal-hal berikut. Pertama, dalam prinsip profit 
sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih 
setelah pengurangan total Cost terhadap total revenue. Sedang dalam 
prinsip revenue sharing pendapatan yang akan didistribusikan adalah 
pendapatan kotor dari penyaluran dana, tanpa harus dikalkulasikan terlebih 
dahulu dengan biaya-biaya pengeluaran operasional usaha. Kedua, pada 
prinsip profit sharing, biaya-biaya operasional akan dibebankan kedalam 
modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan ditanggung 
oleh ṣaḥibul māl. Sedangkan dalam prinsip revenue sharing, biaya biaya 
akan ditanggung muḍārib, yaitu pengelola modal. 
Ciri utama pola bagi hasil adalah bahwa keuntungan dan kerugian 
ditanggung bersama baik oleh pemilik dana maupun pengusaha. Beberapa 
prinsip dasar bagi hasil yang dikemukakan oleh Usmani adalah sebagai 
berikut
25
: 
1. Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang, tetapi merupakan 
partisipasi dalam usaha. 
2. Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian 
usaha sebatas proporsi pembiayaannya. 
3. Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, 
rasio keuntungan untuk masing-masing pihak. 
4. Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama 
dengan proporsi investasi mereka. 
B. Pengertian Muḍārabah 
Muḍārabah berasal dari kata ḍarb. Dalam bahasa arab memiliki 
banyak arti, diantaranya memukul, mengalir, berjalan dan sebagainya. 
Namun dibalik keluwesan tersebut dapat diartikan sebagai bergeraknya 
sesuatu kepada sesuatu yang lain.
26
 Sebagaimana firman Allah dalam surat 
Al-Muzammil ayat 20:  
 َنوُرَخاَءَو ِوَّللا ِلْضَف ْنِم َنْوُغ َتْب َي ِضْرَلأا ىِف َنْو ُِبرْضَي 
Artinya: Dan  yang lain berjalan di bumi mencari sebagian 
karunia Allah (Q.S Al-Muzammil:20)
27
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 Ayat ini membicarakan teknis pelaksanaan akad muḍārabah, 
secara umum berbicara ke-Maha Tahuan Allah terhadap orang-orang yang 
mencari menjalankan kebajikan dan mencari rizki Allah di muka bumi.
28
 
Istilah muḍārabah dikemukakan oleh ulama Iraq, sedangkan ulama 
Hijaz menyebut dengan istilah qirāḍ. Jika menurut fuqaha Hanafiyah 
mereka juga menyebutnya dengan muḍārabah dan Syafi‟iyah 
menyebutnya dengan istilah qirād.29Muḍārabah adalah salah satu bentuk 
kerjasama antara pemilik modal (ṣaḥibul māl) dan pedagang/ pengusaha/ 
orang yang mempunyai keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. 
Pemilik modal menyerahkan modalnya pada pengusaha/ pedagang untuk 
usaha tertentu. Jika dari usaha tersebut mendapat keuntungan maka akan 
dibagi sesuai kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka akan 
ditanggung pemilik modal dan pengusaha tidak berhak atas upah dari 
usahanya.
30
 Menurut istilah, ulama berbeda- beda mendefinisikannya 
seperti: 
1. Umar bin Khattab, bahwa muḍārabah adalah persekutuan antara dua 
orang di mana modal investasinya dari satu pihak dan pekerjaan dari 
pihak lain. Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua 
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sesuai kesepakatan, sementara kerugian ditanggung oleh pihak 
investor.
31
 
2. Menurut para fuqaha, muḍārabah adalah akad antara dua pihak 
(orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya 
kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah 
ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan 
syarat-syarat yang telah ditentukan.
32
 
3. Menurut Hanafiyah, muḍārabah adalah memandang tujuan dua pihak 
yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta 
diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta 
itu. Maka muḍārabah ialah akad syirkah dalam laba, satu pihak 
pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
33
 
4. Malikiyah berpendapat bahwa muḍārabah adalah akad perwakilan, 
dimana pemilik harta mengeluarkan harta kepada yang lain untuk 
diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan 
perak).
34
 
5. Imam Hanabillah berpendapat bahwa muḍārabah adalah ibarat 
pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu kepada 
orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang 
diketahui.
35
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6. Ulama Syafi‟iyah berpendapat bahwa muḍārabah ialah akad yang 
menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk 
ditijarahkan.
36
 
Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami  bahwa 
muḍārabah adalah akad kerjasama antara modal di satu pihak dan tenaga 
di pihak lain. Pekerja dalam hal ini bukan orang upahan tetapi adalah mitra 
kerja karena yang diterimanya itu bukan jumlah tertentu dan pasti 
sebagaimana yang berlaku dalam upah mengupah, tetapi bagi hasil dari 
apa yang diperoleh dalam usaha.
37
 
C. Landasan Hukum  
Dasar hukum kebolehan muḍārabah adalah ijmak dan qiyas 
terhadap musaqah  (bagi hasil ladang) dengan kesamaan bahwa setiap 
pekerjaan yang menghasilkan sesuatu ada bayarannya walaupun tidak 
diketahui berapa besarnya, dan karena musaqah dan muḍārabah keduanya 
diperbolehkan karena keperluan dimana orang mempunyai pohon kurma 
terkadang tak bisa mengurus tanaman dan tidak ada waktu dan orang yang 
bisa bekerja dengan baik terkadang tidak ada modalnya. Dan makna ini 
ada pada akad muḍārabah sebab  pemodal terkadang tak bisa 
mengurusnya dengan baik dan yang bisa bekerja terkadang  tidak ada 
modal, maka yang pertama perlu tenaga kerja dan yang kedua perlu 
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bekerja. Imam Al-Mawardi berdalil tentang keabsahan muḍārabah  atau 
qirāḍ dengan firman Allah38 
 َلَع َسَْيل ْمُكَِّبر ْنِم ًلاْضَف أوُغ َتْب َت ْنَا ٌح اَنُج ْمُكْي 
Artinya: 
 Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia dari Tuhanmu (Q.S Al-
Baqarah:198). 
 
Ayat lain yang dipakai sebagai landasan muḍārabah yaitu Q.S Al-
Muzammil:20 
 ىِف َنْو ُِبرْضَي َنوُرَخاَءَو ِوَّللا ِلْضَف ْنِم َنْوُغ َتْب َي ِضْرَلأا 
Artinya: 
 Dan  yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah (Al-
Muzammil:20). 
 
Ayat ini sebenarnya sama sekali tidak membicarakan teknis 
pelaksanaan akad muḍārabah. Secara umum berbicara ke-Maha Tahuan 
Allah terhadap orang-orang yang yang menjalankan kebajikan dan mencari 
rizki Allah di muka bumi. Ayat ini juga berbicara petunjuk umat Islam 
menjalankan syariat Allah diantaranya menegakkan dan memperbanyak 
shalat, menunaikan zakat memberikan pinjaman pada orang yang 
membutuhkan secara baik. Maka, penyandaran dalil terhadap ayat diatas 
menjadi sebuah keniscayaan jika dilihat dari keumuman ayat bukan dari 
kekhususan ayat tentang tehnis pelaksanaan akad muḍārabah. 
Melihat keutamaan ayat Al-Qur‟an yang dijadikan landasan bagi 
akad muḍārabah diatas, maka landasan teknis tentang kehalalan akad 
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dapat dilihat dari sunnah nabi. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa 
Nabi mengakui praktik muḍārabah. Dalam riwayat tersebut Nabi 
bersabda: 
ق َا ُلْوُسَر َل  َّلَص ِوَّللا ييَبْلا ُةََكر َبْلا َّنِهْيِف ٌثَلاَث َمَّلَسَو ِوْيلَع ُوَّللا ِا ُع ُةَضَر اَقُمْلاَو ٍلَجَا ىَل
 ِعْي َبْلِلَلا ِتْي َبِْلِلرْيِع َّشلِابِّر ُبْلا ُطَلاْخَاَو 
Artinya:  
Tiga bentuk usaha yang diberkahi Allah, yaitu menjual dengan kredit, 
muqaraḍah (muḍarabah) dan mencampur gandum basah dan gandum 
kering karena bentuk kepentingan konsumtif bukan untuk diperjual 
belikan. 
 
Di samping itu, Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatha‟ 
menyebutkan
39
: 
 َا يَلَع وْيِف ُلَمْع َياًضاَرِقًلااَم ُهَاطْعَا َناَّفَع َنْب َناَمْثُع َّناَمُه َن ْ ي َب َحْبِّرلا َّنَا 
Bahwa Usman Ibnu ‘Affan telah menyerahkan hartanya untuk dikelola (oleh 
orang lain) dengan model qiraḍ dan keuntungan dibagi antara keduanya.  
 
Dua hadis diatas mempertegas bahwa landasan hukum keabsahan 
teknis transaksi muḍārabah atau qirāḍ ditemukan pada preseden yang 
terjadi masa Rasul bersama sahabat. Hadis pertama menunjukkan adanya 
indikasi kuat bahwa praktik muḍārabah menjadi sebuah model akad yang 
diridhai Allah, sedang hadis kedua mengindikasikan sebuah praktik qirāḍ 
yang dilaksanakan dengan cara berbagi untung. Teknis pelaksanaan dari 
akad tersebut tergambar dalam hadis kedua ini.
40
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Dalil ijmak, sebagian sahabat menyerahkan harta anak yatim untuk 
di-muḍārabah-kan. Beliau itu antara lain Umar ibn Khattab, Usman ibn 
Affan, Ali ibn Abi Thalib, Abdullah ibn Mas‟ud, Abdullah ibn Ummar, 
Abdillah ibn Amir, dan Aisyah.
41
 
Dalil logika, muḍārabah sangat diperlukan dalam masyarakat. 
Sebab seseorang kadang-kadang mempunyai harta untuk dijadikan usaha, 
tetapi tidak memiliki keahlian dalam mengembangkan usahanya dan 
sebaliknya ada yang mempunyai keahlian untuk membuka usaha, tetapi 
tidak memiliki modal maka dengan adanya kebolehan bentuk muamalah 
ini, kedua belah pihak akan terpenuhi kebutuhannya yang akan 
memberikan kemashlahatan umat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
42
 
D. Rukun Muḍarabah 
Rukun muḍārabah adalah hal-hal yang harus dipenuhi untuk dapat 
terlaksananya akad muḍārabah. Adalah pilar  bagi terwujudnya akad. Jika 
salah satu tidak terpenuhi, maka akad muḍārabah tak bisa terjadi. Menurut 
Jumhur Ulama‟ rukun akad muḍārabah43: 
6. A’qidain (dua orang yang berakad), yaitu (pengelola modal) dan 
ṣaḥibul māl (orang yang mempunyai modal) 
7. Al-māl (modal), sejumlah dana yang dikelola  
8. Al-ribḥ (keuntungan), laba yang didapatkan untuk dibagi bersama 
sesuai kesepakatan 
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9. Al-a’mal (usaha) dari muḍārib 
10. Ṣigat (ungkapan serah terima) 
 Menurut Imam Abu Hanifah, rukun muḍārabah hanya satu ijab  
(ungkapan penyerahan modal) dan kabul (ungkapan menerima modal dan 
ungkapan persetujuan kedua pihak). 
Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam 
pasal 232 menyebutkan rukunnya
44
: 
1. Ṣaḥibul māl/ pemilik modal 
2. Muḍārib/ pelaku usaha 
3. Akad 
E. Syarat Muḍārabah 
Syarat adalah hal-hal yang harus dipenuhi setelah rukun-rukun di 
atas terpenuhi. Keberadaan syarat muḍārabah terkait dengan keberadaan 
rukun-rukunnya. Sehingga syarat-syarat yang ditetapkan dalam akad ini 
diperinci sesuai dengan rukun-rukun yang ditetapkan
45
; 
1. Syarat yang terkait dengan orang yang melakukan akad (aqidain); 
a. Cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai akid (orang 
yang berakad) atau dalam ilmu ushul  fiqh disebut ahliyatul al-
ada’. Para ulama Fikih menetapkan kalau pihak-pihak yang 
melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukukm 
(mukallaf). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang 
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waras (gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum 
secara langsung hukumnya tidak sah.
46
 
b. Ṣaḥibul māl (pemilik dana) tidak boleh mengikat dan melakukan 
intervensi pada muḍārib dalam mengelola dananya.ia harus 
memberikan kebebasan sepenuhnya pada muḍārib terhadap hal-
hal yang sudah disepakati. Namun demikian, masih 
diperkenankan membatasi pada suatu macam barang tertentu, jika 
pada saat berlangsungnya akad barang tersebut mudah ditemukan. 
2. Syarat yang terkait dengan modal 
Modal mengandung arti barang yang dihasilkan oleh alam atau buatan 
manusia, yang diperlukan bukan untuk memenuhi secara langsung 
keinginan manusia tetapi untuk membantu memproduksi barang lain 
yang pada gilirannya akan dapat memenuhi kebutuhan manusia secara 
langsung dan menghasilkan keuntungan.
47
Syarat terkait modal: 
a. Modal harus berupa uang, maka jika modal tersebut berbentuk 
barang, menurut Ulama‟ tidak diperbolehkan. Sebab sulit 
menentukan keuntungannya. Menurut sebagian ulama‟ madzhab 
Syafi‟i mata uang suatu negara posisinya sama dengan naqd  
(mata uang emas dan perak), dan dapat disunahkan sebagai ra’su 
al-mal muḍārabah (modal usaha) selama uang tersebut masih 
berlaku. Islam memandang harta dengan acuan akidah yang 
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didasarkan pada Al-qur‟an, yakni dipertimbangkannya 
kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Dalam 
pengembangan harta dilarang dengan cara menyengsarakan 
masyarakat juga melarang memakan harta manusia secara tidak 
sah.
48
  
b. Besarnya ditentukan secara jelas. Modal harus diketahui secara 
pasti oleh pihak-pihak terkait dan harus ada saat akad 
dilangsungkan. 
d. Modal bukan merupakan pinjaman (hutang). Modal yang berupa 
pinjaman secara hakiki bukan merupakan harta dari ṣaḥibul māl. 
e. Modal diserahkan langsung  kepada muḍārib dan tunai. Jika ada 
sebagian modal yang dipegang oleh ṣaḥibul māl, maka menurut 
Ulama Syafi‟i, Maliki, dan Hanafi tidak boleh. Akan tetapi, 
menurut Ulama Hambali boleh asalkan tidak mengganggu 
kelancaran usaha. 
f. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang 
disepakati. Muḍārib tidak bisa menggunakan modal di luar 
persyaratan yang telah menjadi kesepakatan. Kecuali jika ṣaḥibul 
māl memberikan kebebasan pada muḍārib untuk mengelola 
hartanya. Jika ini terjadi maka muḍārib memiliki kebebasan untuk 
mengelola modal sesuai dengan yang dikehendakinya meski tetap 
harus bertanggung jawab (muḍārabah muṭlaqah). 
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g. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu 
penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa 
muḍārabah. 
h. Pada prinsipnya, dalam muḍārabah tidak diperkenankan 
mengenakan jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak 
melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta jaminan 
dari muḍārib atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan oleh 
ṣaḥibul māl, jika muḍārib melakukan pelanggaran terhadap hal-
hal yang telah disepakati. 
 
3. Syarat yang terkait dengan keuntungan 
a. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian keuntungan 
dapat dilakukan dengan dua cara, profit sharing dan revenue 
sharing. Keuntungan harus menjadi hak bersama sehingga tidak 
boleh diperjanjikan bahwa seluruh keuntungan hanya untuk salah 
satu pihak. Pada dasarnya muḍārabah membagi keuntugan 
berdasarkan kesamaan, namun jika seorang muḍārib 
mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya para fuqaha 
berbeda pendapat. Imam Malik membolehkannya, karena cara itu 
merupakan kebaikan atau kesukarelaan ṣaḥibul māl. Dilain pihak 
Imam Syafi‟i melarangnya, beliau menganggap cara seperti itu 
sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian ṣaḥibul māl 
pun telah menanggung modalnya. Jadi menurut Imam Syafi‟i 
beban resiko yang ditanggung ṣaḥibul māl itu telah berat dan 
tidak boleh ditambahinya lagi. Menurut Imam Abu Hanifah 
kaitannya dengan hal tersebut hal itu bukan muḍārabah 
melainkan qarḍ (pinjaman). Artinya pelimpahan seluruh 
keuntungan ke tangan muḍārib menjadikan kegiatan ekonomi 
tersebut sebagai sebuah pinjaman, maka dari itu jika terjadi 
kejadian yang sebaliknya (kerugian) maka kerugian ditanggung 
muḍārib.49 
b. Ṣaḥibul māl siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. 
Sebaliknya muḍārib mengambil resiko tidak memperoleh apa-apa 
dari usahanya, seandainya perniagaan tidak dapat merealisasikan 
keuntungan. Sharing kerugian dalam akad muḍārabah 
diwujudkan dengan bentuk ṣaḥibul māl rugi secara material dan 
muḍārib rugi secara non material (tenaga dan fikiran). 
c. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan prosentase hasil 
usaha yang dikelola oleh muḍārib berdasarkan atas kesepakatan 
kedua belah pihak. 
d. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha muḍārabah harus 
dikonvensi ke dalam mata uang, modalnya disisihkan. Dan usaha 
tersebut, harus ada kejelasan posisi antara modal yang akan 
dikembalikan secara utuh dan keuntungan yang akan dibagi. 
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e. Muḍārib  hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang 
telah diinvestasikan dalam usaha. Komitmen apapun memerlukan 
persetujuan investor (ṣaḥibul māl). 
f. Muḍārib berhak memotong biaya yang berkaitan dengan usaha 
yang diambil dari modal muḍārabah.  
g. Jika melanggar syarat akad, ia akan bertanggung jawab terhadap 
kerugian atau biaya yang diakibatkan oleh pelanggaran.
50
 
4. Syarat yang terkait dengan ṣigat51 
a. Ijab dan kabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan 
kegiatan muḍārabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut dapat 
menggunakan kata muḍārabah atau kata lain yang semakna 
dengannya. Misal: “Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha kita 
bersama”. 
b. Ijab dan kabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama 
sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab  yang 
diucapkan oleh pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh 
pihak kedua sebagai ungkapan bekerjasama. 
c. Ijab dan kabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan 
keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab  dan kabul tidak saja 
terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal 
dan pengusahatetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-
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kesepakan lain yang muncul lebih rinci. Dalam hal ini, ijab dan 
kabul tidak selalu tidak selalu diungkapkan. 
5. Syarat yang terkait usaha.52 
Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama 
khususnya Syafi‟i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya 
berupa usaha dagang. Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan 
industri dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam 
kontrak persewaan yang mana semua kerugian dan keuntungan 
ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para pegawainya digaji 
secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain 
berdagang, termasuk kerajinan atau industri. 
F. Kedudukan Muḍārabah 
Hukum muḍārabah berbeda-beda karena adanya perbedaan-
perbedaan keadaan. Maka kedudukan harta yang dijadijkan modal dalam 
muḍārabah juga tergantung pada keadaan. 
Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut 
atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik 
barang tersebut dalam pengelolaannya, dan kedudukan modal sebagai 
wikalah ‘alaih (objek wakalah).53 
Ketika harta di-tasharruf-kan oleh pengelola, harta tersebut berada 
dibawah kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, 
sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (titipan). Apabila 
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harta itu rusak bukan karena kelalaian pengelola, ia tidak wajib 
menggantinya namun jika karena kelalaian pengelola, ia wajib 
menanggungnya. 
Ditinjau dari segi akad, muḍārabah terdiri atas dua pihak. Bila ada 
keuntungan dalam pengelolaan uang, laba dibagi dengan presentase yang 
telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka 
muḍārabah juga sebagai syirkah. 
Ditinjau dari segi keuntungan yang diterima oleh pengelola harta, 
pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, 
sehingga muḍārabah dianggap sebagai ijarah. 
G. Biaya Pengelolaan Muḍarabah 
Biaya bagi muḍārib diambil dari hartanya sendiri selama ia tinggal 
dilingkungan (daerahnya) sendiri, demikian juga bila ia mengadakan 
perjalanan untuk kepentingan muḍārabah. Bila biaya muḍārabah diambil 
dari keuntungan, kemungkinan pemilik harta (modal) tidak akan 
memperoleh bagian dari keuntungan karena mungkin saja biaya tersebut 
sama besar atau bahkan lebih besar daripada keuntungan. 
Namun jika pemilik modal mengizinkan pengelola untuk 
membelanjakan modal muḍārabah guna keperluan dirinya ditengah 
perjalanan atau karena penggunaan tersebut sudah menjadi kebiasaan, 
maka ia boleh menggunakannya. Imam Malik berpendapat bahwa biaya-
biaya baru boleh dibebankan kepada modal, apabila modalnya cukup besar 
sehingga masih memungkinkan mendatangkan keuntungan-keuntungan. 
Kiranya dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan muḍārabah pada 
dasarnya dibebankan kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya 
diambil dari keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau 
berlaku menurut kebiasaan.
54
 
H. Jenis – jenis Akad Muḍārabah 
1. Akad muḍārabah dapat dikategorikan menjadi dua jenis55: 
a. Muḍārabah Muṭlaqah, penyerahan modal secara mutlak tanpa 
syarat. Pekerja bebas mengelola modal untuk usaha apapun yang 
mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang 
diinginkan. Muḍārabah jenis ini lebih memberikan keleluasaan 
pada pengelola untuk mengelola modalnya tidak terbabatasi oleh 
spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan 
mitra kerja. Namun begitu, tetap harus secara jujur dan terbuka 
menyampaikan perkembangan usaha kepada ṣaḥibul māl. 
b. Muḍārabah Muqayyadah, penyerahan modal dengan syarat-
syarat tertentu. Dalam pengelolaannya pengelola dibatasi 
dengan spesifikasi jenis usaha, waktu, tempat usaha tertentu, 
sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan bersama ṣaḥibul 
māl. 
Menurut Imam Abu Hanifah, akad muḍārabah yang dibatasi 
dengan waktu tertentu, jika waktu yang diberikan pada muḍārib telah 
habis maka dia tidak boleh melakukan transaksi lagi. 
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2. Menurut PSAK 105,  kontrak muḍārabah dapat dibagi menjadi tiga56: 
a. Muḍārabah Muṭlaqah, bentuk kerjasama antara pemilik dana 
dan pengelola tanpa adanya pembatasan oleh pemilik dana 
dalam hal tempat, cara, maupun objek investasi. Dalam hal ini, 
pemilik dana memberi kewenangan yang sangat luas pada 
Muḍārib untuk mengelola dana yang diinvestasikan. 
b. Muḍārabah Muqayyadah, bentuk kerjasama antara pemilik dana 
dan pengelola dengan kondisi pengelola dikenakan pembatasan 
oleh pemilik dana dalam hal, tempat, cara, dan atau investasi. 
c. Muḍārabah Musytarakah adalah bentuk muḍārabah dimana 
pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam 
kerjasama investasi. Akad ini merupakan solusi sekiranya dalam 
perjalanan usaha, pengelola dana memiliki modal yang dapat 
dikontribusikan dalam investasi, sedang dilain sisi, adanya 
penambahan modal ini akan dapat meningkatkan kemajuan 
investasi. Akad ini pada dasarnya adalah perpaduan antara akad 
muḍārabah dan musyarakah. 
I. Berakhirnya Akad Muḍārabah 
Akad ini berakhir apabila: 
1. Masing-masing pihak menyatakan akad tersebut batal, atau pekerja 
dilarang bertindak hukum, atau pemilik modal menarik modalnya. 
2. Salah seorang yang berakad gila. 
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3. Modal habis di tangan pemilik, sebelum dikelola oleh pekerja. 
4. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. 
J. Prasyarat Tambahan dalam Akad Muḍārabah 
Beberapa kelebihan akad ini menunjukkan bahwa akad ini 
merupakan akad ideal dalam transaksi bisnis.Prinsip bagi hasil yang 
menjadi ciri khas akad kerjasama merupakan jaminan akad adanya 
keadilan bagi pihk-pihak yang melakukan kontrak. Namun demikian, akad 
muḍārabah akan berjalan baik dan saling menguntungkan jika memenuhi 
beberapa prasyarat, diantaranya
57
: 
5. Akad ini didasari kejujuran, pihak-pihak yang berakad dituntut 
berpegang teguh pada informasi yang jujur dan apa adanya. 
Ketidakjujuran menyebabkan tercederainya akad yang telah 
disepakati.  
6. Transparan, prasyarat ini terkait dengan laporan yang harus disediakan 
oleh muḍārib. Muḍārib harus menyediakan laporan secara fair, tidak 
ada yang ditutup-tutupi, ṣaḥibul māl mempunyai hak untuk 
mengetahui perkembangan usaha secara transparan dari muḍārib.  
7. Jauh dari kecurangan, artinya muḍārib harus secara sungguh-sungguh 
menjalankan amanah yang diterimanya dari ṣaḥibul māl. Praktik 
usaha yang dilakukan oleh muḍārib harus sesuai dengan kesepakatan- 
kesepakatan yang telah dicapai bersama. 
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8. Managerial yang rapi, bahwa akad yang harus didasari oleh kejujuran 
kedua belah pihak. Disadari bahwa, akad muḍārabah adalah akad 
yang memiliki resiko tinggi, khususnya bagi pemilik modal. Untuk 
meminimalisir dan bahkan untuk yang menghapus resiko tersebut 
diperlukan catatan-catatan yang ketat dan rapi agar akad ini dapat 
dipertanggungjawabkan khususnya bagi muḍārib. Managerial yang 
tidak rapi akan memberi peluang bagi muḍārib untuk tidak amanah. 
K. Manfaat Muḍārabah  
Adapun hikmah atau manfaat diperbolehkannya muamalah dalam 
bentuk muḍārabah itu adalah memberikan kemudahan bagi pergaulan 
manusia dalam kehidupan dan keuntungan timbal balik tanpa ada pihak 
yang dirugikan. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang yang punya 
modal dan tidak pandai berniaga, sedangkan di pihak lain ditemukan orang 
yang mampu berniaga tetapi tidak memiliki modal. Dengan cara ini kedua 
belah pihak mendapatkan keuntungan secara timbal balik.
58
 
 
L. Fatwa MUI tentang Pembiayaan Muḍārabah 
Dalam fatwa DSN-MUI No. 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang 
Pembiayaan Muḍārabah (qiraḍ). Menimbang, mengingat, memperhatikan: 
memutuskan, menetapkan: Fakta tentang Pembiayaan Muḍārabah 
(qiraḍ).59 
Menetapkan: 
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FATWA TENTANG PEMBIAYAAN MUḌĀRABAH (QIRADH) 
Pertama, ketentuan pembiayaan: 
1. Pembiayaan muḍārabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh 
LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. 
2. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai ṣaḥibul māl  (pemilik dana) 
membiayai 100 % kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan 
pengusaha (nasabah) bertindak sebagai muḍārib atau pengelola usaha. 
3. Jangka waktu usaha, tatacara pengembalian dana, dan pembagian 
keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak 
(LKS dengan pengusaha). 
4. Muḍārib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah 
disepakati bersama dan sesuai dengan syari'ah, dan LKS tidak ikut 
serta dalam managemen perusahaan atau proyek tetapi mempunyai 
hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. 
5. Jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk 
tunai dan bukan piutang. 
6. LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
muḍārabah kecuali jika muḍārib (nasabah) melakukan kesalahan yang 
disengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian. 
7. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan muḍārabah tidak ada jaminan, 
namun agar muḍārib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat 
meminta jaminan dari muḍārib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya 
dapat dicairkan apabila muḍārib terbukti melakukan pelanggaran 
terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad. 
8. Kriteria pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian 
keuntungan diatur oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN. 
9. Biaya operasional dibebankan kepada muḍārib. 
10. Dalam hal penyandang dana (LKS) tidak melakukan kewajiban atau 
melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, muḍārib berhak 
mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. 
Kedua, rukun dan syarat Pembiayaan: 
1. Penyedia dana (ṣaḥibul māl ) dan pengelola (muḍārib) harus cakap 
hukum. 
2. Pernyataan ijab  dan kabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk 
menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), 
dengan memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh 
penyedia dana kepada muḍārib untuk tujuan usaha dengan syarat 
sebagai berikut: 
a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad. 
c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada 
muḍārib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan 
kesepakatan dalam akad. 
4. Keuntungan Muḍārabah adalah jumlah yang didapat sebagai 
kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi: 
a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 
bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 
c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari muḍārabah, 
dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali 
diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 
kesepakatan. 
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (muḍārib), sebagai perimbangan 
(muqabil) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus 
memperhatikan hal-hal berikut: 
a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif muḍārib, tanpa campur tangan 
penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 
muḍārabah, yaitu keuntungan. 
c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan muḍārabah, dan harus 
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 
Ketiga, ketentuan lain: 
1. Muḍārabah boleh dibatasi pada periode tertentu. 
2. Kontrak tidak boleh dikaitkan (mu'allaq) dengan sebuah kejadian di 
masa depan yang belum tentu terjadi. 
3. Pada dasarnya, dalam muḍārabah tidak ada ganti rugi, karena pada 
dasarnya akad ini bersifat amanah (yaḍ al-amanah), kecuali akibat 
dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. 
4. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi 
perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya 
dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai 
kesepakatan melalui musyawarah. 
 
 
 
BAB III 
PELAKSANAAN KERJASAMA TERNAK SAPI DESA PANUNGGALAN 
KECAMATAN PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN 
 
A. Geografis dan Demografis 
1. Letak dan Batas Wilayah 
Panunggalan adalah Penyatuan atau penggabungan.Yang 
dimaksud adalah hasil dari penyatuan atau penggabungan 2 wilayah 
desa, yaitu Desa Panunggalan dan Desa Kedungwungu.
60
 Pada jaman 
dahulu terdapat 2 Kelurahan yaitu : 
Kelurahan Panunggalan, terdiri dari 9 Krajan, yaitu:  
a. Krajan Utara (Jeding),  
b. Utara Timur (Tonto),  
c. Tengah Timur (Jenggotan),  
d. Tengah (Randu Rubuh/ Rayung Kusumo),  
e. Tengah Selatan (Sompok),  
f. Barat (Karanganyar Kauman),  
g. Selatan Barat (Wadukan),  
h. Karang Turi (Timur Wadukan), dan  
i. Selatan Timur (Galan). 
Kelurahan Kedungwungu, terdiri dari 3 dusun, yaitu:  
a.  Dusun Kedungwungu,  
b.  Padangan, dan  
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 Desa Panunggalan “Guyup Rukun Ing Gawe”, “Sejarah”, dikutip dari” https:// desa 
panunggalan. blogspot.co.id/2013/12/sejarah.html, diakses 28 September 2017. 
c   Ngampel. 
Pada zaman Belanda Kelurahan Panunggalan dan Kelurahan 
Kedungwungu digabung menjadi satu menjadi Kelurahan Panunggalan 
saja. 
Desa Panunggalan  menurut data dari Statistik hasil Pemetaan 
tahun 2009 dengan alat ukur GPS berada pada 
LONG  111072303E     ( Bujur Timur/ BT ) dan RAT 7.1288577S 
(Lintang Selatan/ LS  ), dengan  batas- batas desa sebagai berikut : 
1.   Sebelah Timur : Desa Tuko Kecamatan Pulokulon 
2.   Sebelah Selatan : Desa Jatiharjo Kecamatan Pulokulon 
3.   Sebelah Barat : Desa Mangunrejo  Kecamatan Pulokulon 
4. Sebelah  Utara : 
Desa Mangunrejo  Kec.  Pulokulon, 
Desa Tambahrejo Kecamatan 
Wirosari 
Luas wilayah Desa Panunggalan  adalah sebagai berikut : 
 Tanah Desa      : 691,955 ha. 
 Tanah Sawah tadah hujan     : 390,000 ha. 
 Tanah Tegal       : 118,295 ha. 
 Tanah Pekarangan       : 181,160 ha. 
 Lainnya                   :    2,500 ha. 
Adapun luas wilayah Desa Panunggalan  adalah 691.96 Ha tersebut  terdiri 
dari : 
 1. Tanah sawah                : 390 ha 
1. lrigasi Teknis                               :  –    Ha 
2. lrigasi setengah Teknis                  :  –    Ha 
3. Tadah Hujan                                   : 390 Ha 
2.  Tanah bukan sawah               : 186.70 Ha 
a. Pekarangan/bangunan         :  47,14  Ha 
b. Tegalan           :  40,09  Ha 
c. Lain-lain (sungai,jalan,makam,dll)           :  93,53  Ha 
Pembagian Wilayah Desa 
Terkait dengan administrasi pemerintahan, wilayah Desa 
Panunggalan  saat ini terbagi ke dalam wilayah Dusun, RW dan RT. 
Adapun jumlah Dusun, RW dan RT sebagaimana tercantum dalam 
Tabel berikut ini : 
Tabel I Pembagian Wilayah Administrasi Desa Panunggalan 
No Dusun Jumlah RW Jumlah RT 
1 Krajan 4 28 
2 Padangan 1 7 
3 Kedungwungu 1 8 
4 Ngampel 2 15 
J u m l a h 8 58 
             Sumber Data : Sekretariat Desa Panunggalan  Tahun 2016 
 
 
  
2. Kependudukan 
Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk dapat 
sebagai penentu arah kebijakan kegiatan desa, mengingat bahwa aset 
desa ini memiliki peran ganda sebagai subyek maupun obyek 
kegiatan.
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 Struktur Penduduk  berdasarkan Kelompok  Umur, Jenis 
Kelamin dan Penyebaran pada Wilayah sebagai berikut :  
Jumlah Penduduk  Desa  Panunggalan  pada tahun 2016 ini 
adalah sebanyak 12.310  orang yang terdiri dari laki-laki sebanyak 
6.181 orang dan Perempuan sebanyak  6.129 orang  dengan jumlah 
KK  sebanyak 4.128 KK. Jumlah penduduk tersebut tersebar di 4 
(empat) Dusun dengan rincian sebagaimana tabel berikut ini : 
Tabel II Jumlah Penduduk per Dusun 
No Dusun 
Jenis Kelamin 
Jumlah 
Pendud
uk 
Jumlah 
KK 
Laki-Laki Perempuan 
1 Krajan 3.090 2.853 5.943 1.843 
2 Padangan 803 932 1.735 677 
3 Kedungwungu 767 926 1.693 661 
4 Ngampel 1.521 1.418 2.939 947 
Jumlah 6.181 6.129 12.310 4.128 
Sumber Data : Sekretariat Desa Panunggalan  Tahun 2016 
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  Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan “Profil Desa”, 
dikutip dari http://panunggalan-grobogan.sideka.id/profil/, diakses 28 Oktober 2017. 
 Tingkat  pendidikan  masyarakat  dari  tahun  ke  tahun  terus  b
erkembang  kejenjang  lebih tinggi. Pelaksanaan pendidikan sesuai 
sistem pengajaran nasional yang merupakan realisasi dari adanya UUD 
Pasal 31 yang menyatakan bahwa : “tiap-tiap warga negara berhak 
mendapatkan pengajaran.” Pendidikan dilakukan melalui dua jalur 
pendidikan formal dan non formal, baik negeri maupun swasta. Seperti 
terlihat pada tabel di bawah ini.dengan hasil Capaian dalam Tahun 
2016,  yang lulus dari jenjang tingkatan pendidikan sebagai berikut: 
Tabel III Tingkat  Pendidikan 
Tingkat Pendidikan 
Jenis Kelamin Jumlah 
Laki-laki Perempuan 
 
Tamat SD/sederajat 820 879 1,699 
Tamat SMP/sederajat 442 543 985 
Tamat SMA/sederajat 467 568 1,035 
Tamat D-1/sederajat 72 90 162 
Tamat D-2/sederajat 26 35 61 
Tamat D-3/sederajat 3 8 11 
Tamat S-1/sederajat 159 175 334 
Tamat S-2/sederajat 18 15 33 
 
Tabel  IV  Tempat  Pendidikan 
No  Tempat Pendidikan Jumlah 
1 SLTA/ sederajat 1 buah 
2 SMP/ sederajat 2 buah 
3 SD/ sederajat 7 buah 
4  PAUD 5 buah 
 Jumlah 15 buah 
Sumber Data: Kantor Kepala Desa Panunggalan,2013 
3. Kondisi Ekonomi  
a. Potensi Unggulan Desa 
Pertanian 
Kondisi topografi Desa Panunggalan  memiliki relief 
daerah dataran. Desa Panunggalan  merupakan salah satu desa 
yang tiang penyangga ekonominya berada pada sektor pertanian. 
Melihat kondisi seperti ini, maka jenis tanaman yang cukup 
produktif untuk dikembangkan adalah padi, kacang hijau, dan 
kedelai. 
Sumber daya alam sangat bermanfaat bagi kehidupan 
makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia. Kenyataan 
yang ada sekarang  ini  sumber daya air di Desa Panunggalan pada 
musim kemarau terjadi  kekeringan  yang  cukup  tinggi. Keadaan 
iklimnya adalah tropis dengan suhu rata-rata 29°C, suhu minimum 
20°C dan suhu maksimum 30°C. Potensi Lahan Pertanian, Desa 
Panunggalan  dengan luas Wilayah  691.96  Ha yang terdiri 
dari  tanah sawah  seluas   390   Ha   (56%)   dan tanah bukan 
sawah seluas 186.70 Ha (26,98%).  
Peternakan 
Sektor  peternakan  dengan  beberapa  jenis  populasi 
ternak  semisal  Sapi, Ayam, Bebek, Kambing dan lain-lainnya, 
menjadi komoditi unggulan desa, dan kondisi lingkungan sangat 
mendukung prospek  ke depan desa  maupun  pemiliknya, secara 
terperinci dapat kami sampaikan sebagai berikut : 
Tabel V  Jenis Ternak 
 
Jenis 
Tern
ak 
 
Jumlah/ 
ekor 
 
Perkembangan/          Tahun 
 
Produksi/bln/ 
tahun 
Sapi 115 12 
Rp 
28.500.00
0,- 
Ayam 
Petelu
r 
– – – 
Ayam 
Pedag
ing 
– – – 
Bebek _ _ _ 
Ayam 
Kamp
ung 
1.550 200 Rp   750.000,- 
Kambing 250 30 Rp 
31.250.00
0 
 
Perikanan 
Sektor Perikanan merupakan kegiatan sampingan 
yang   dimiliki oleh Rumah Tangga baik berupa empang/ kolam/ 
karamba maupun pemeliharaan bentuk kolom,  tingkat kepentingan 
usaha perikanan ini sebagai konsumsi   keluarga   maupun   dijual 
sebagai tambahan penghasilan, latar belakang usaha ini adalah 
memanfaatkan tanah dan lingkungan sekitar rumah kosong dan 
memanfaatkan waktu luang. Gambaran produktifitas dari usaha ini 
sebagai berikut : 
Tabel VI  Produk Budidaya 
Pemilik 
Produk 
Budidaya 
Jenis 
Ik
an 
Produksi/bln/tahun (Rp) 
Modal 
Awal 
Akhir 
B.   Abu Manshur Kolam Lele 10.000.000 13.5000.000 
Ahmad Affifudin Kolam Lele 20.000.000 23.5000.000 
Giyanti Kolam Lele 10.000.000 13.5000.000 
  
Industri 
Sektor industri yang dimaksudkan adalah Industri Rumah 
tangga dengan berbagai   jenis kegiatan yang dikelola oleh Ibu 
Rumah Tangga (IRT) dan/atau Kelompok dan usaha ini telah 
berkembang sejak dahulu dan membudaya di masyarakat, sebagai 
gambaran pendapatan yang diperoleh oleh pengrajin sebagai 
berikut : 
 
 
 
Tabel VII  Jenis Industri 
Jenis 
Industri 
RT 
Biaya Ket. 
Total 
Nilai 
Prod
uksi 
(Rp) 
Total Nilai 
Produ
ksi 
(Rp) 
Bahan 
Baku 
(Rp) 
Bahan 
Penolong 
(Rp) 
Industri 
Pakaian 
20.000.000 13.000.000 Industri Pakaian 
  
– 
Industri 
Pertukang
an 
50.000.000 35.000.000 
Industri 
Pertukangan 
  
– 
Industri 
Pangan 
23.000.000 16.000.000 
Industri 
Pangan 
  
– 
 
4. Pertumbuhan Ekonomi 
1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
Perkembangan perekonomian suatu daerah dapat diukur 
dengan perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 
suatu daerah berdasarkan pada Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) 
dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita 
merupakan salah satu indikator makro ekonomi regional untuk 
melihat perkembangan perekonomian dan tingkat kesejahteraan 
masyarakat pada suatu wilayah. 
2. Jenis Pekerjaan 
Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas. 
Jenis pekerjaan di Desa Panunggalan  pada tahun 2015 dominan 
pada jenis mata pencaharian pertanian. Berikut disajikan data mata 
pencaharian penduduk umur 15 tahun keatas di Desa Panunggalan 
pada tahun 2015, sebagaimana table berikut ini : 
Tabel VIII Komposisi Penduduk Desa Panunggalan Umur 15 
tahun keatas menurut Mata Pencaharian Tahun 2015 
NO PEKERJAAN LK PR JUMLAH 
1 Belum / Tidak Bekerja  1284 1157 2441 
2 Mengurus Rumah Tangga 3 612 615 
3 Pelajar / Mahasiswa 1007 839 1846 
4 Pensiunan 48 20 68 
5 PNS 68 53 121 
6 TNI 7   7 
7 Kepolisian RI 9   9 
8 Perdagangan 68 171 239 
9 Petani /Pekebun 2240 2392 4632 
10 Peternak 5 1 6 
11 Nelayan /Perikanan 2   2 
12 Industri 4 1 5 
13 Konstruksi 16   16 
14 Transportasi 13   13 
15 Karyawan Swasta 800 494 1294 
16 Karyawan BUMN 2   2 
17 Karyawan Honorer 3   3 
18 Buruh Harian Lepas 10 2 12 
19 Buruh Tani 11 8 19 
20 Pembantu Rumah Tangga   2 2 
21 Tukang Batu 1   1 
22 Tukang Sol Sepatu 1   1 
23 Seniman    1 1 
24 Ustadz  1   1 
25 Dosen   1 1 
 Sumber Data : Sekretariat Desa Panunggalan  Tahun 2016 
B. Sejarah Berdirinya Gapoktan Kabul Lestari Jaya 
Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang 
bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan 
efisiensi usaha . Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Permentan No. 273 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani. Ada 
beberapa unsur pengikat  dalam Gapoktan yaitu: 
1. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya 
2.  Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggungjawab bersama 
diantara para anggota 
3.  Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani 
dan kepemimpinannya  diterima oleh sesama petani lainnya 
26 Guru 15 23 38 
27 Dokter 1 1 2 
28 Bidan   3 3 
29 Perawat 1 2 3 
30 Pelaut 2   2 
31 Sopir 4   4 
32 Pedagang 4 15 19 
33 Perangkat Desa 11 2 13 
34 Wiraswata  540 329 869 
JUMLAH   6.181        6.129        12.310  
4.  Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-
kurangnya sebagian besar anggotanya 
5.  Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat 
untuk menunjang program yang telah ditentukan; 
Gapoktan Kabul Lestari Jaya adalah gabungan dari kelompok tani 
yang ada di Desa Panunggalan,  ada sepuluh kelompok tani yang ada di 
Desa Panunggalan, yaitu: 
 
 
1. Karya Makmur (Dusun Krajan) 
2. Ngudi Karyo (Dusun Krajan) 
3. Nunggal Bakti (Dusun Krajan) 
4. Manunggal Karso (Dusun Kedungwungu) 
5. Suryo Asih (Dusun Krajan) 
6. Margo Hasil (Dusun Padangan) 
7. Sekar Sari (Dusun Padangan) 
8. Kabul Lestari (Dusun Krajan) 
9. Kabul Lestari Dua (Dusun Krajan) 
10. Sido Dadi (Dusun Krajan) 
Melihat data Desa diatas tentu Gapoktan memiliki peran penting 
dalam wilayah ini, karena sebagian besar bekerja sebagai petani atau 
pekebun. Awal berdirinya Gapoktan Kabul Lestari Jaya menurut Bapak 
Suyoto selaku Bendahara dalam Gapoktan Kabul Lestari Jaya yang 
ditegaskan oleh Bapak Ali Muhtar selaku KTNA (Kontak Tani Nelayan 
Andalan) merangkap sebagai pengurus Kelompok Tani Kabul Lestari 
tidak diketahui secara pasti namun pada tahun 2007 pembaharuan 
pengurus Gapoktan Kabul Lestari Jaya dilakukan.  
Strategi Pengembangan Kelompok Tani diarahkan untuk 
meningkatkan kemampuan kelompok tani dalam  melaksanakan 
fungsinya, peningkatan kemampuan para anggotanya dalam 
mengembangkan agribisnis, penguatan kelompok tani menjadi organisasi 
yang kuat dan mandiri yang dicirikan antara lain
62
 : 
1. Adanya pertemuan /rapat anggota/rapat pengurus yang diselenggarakan 
secara berkala dan berkesinambungan  
2. Disusunnya rencana kerja kelompok (RDK/RDKK) secara bersama dan 
dilaksanakan oleh para pelaksana sesuai dengan kesepakatan bersama 
dan setiap akhir pelaksanaan dilakukan evaluasi secara partisipatif 
3. Memiliki aturan/norma yang disepakati  dan ditaati bersama 
4. Memiliki pencatatan /pengadministrasian organisasi yang rapih 
5. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan usaha bersama di sektor hulu dan hilir. 
6. Memfasilitasi usahatani secara komersial dan berorientasi pasar 
7. Sebagai sumber serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha 
para petani umumnya dan anggota kelompoktani khususnya 
8. Adanya jalinan kerjasama antara kelompoktani dengan pihak lain  
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 Asmuri, “Fungsi Kelompok tani dan Gapoktan” dikutip dari 
http://agronomipertanian.blogspot.co.id /, diakses 28 Oktober 2017. 
 
9. Adanya pemupukan modal usaha baik iuran dari anggota atau 
penyisihan hasil usaha/kegiatan kelompok. 
 
 
 
 
Struktur Organisasi 
 
C. Sejarah Adanya Kerjasama Peternakan dalam Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya 
Pada tahun 2009, awal Gapoktan Kabul Lestari Jaya mendapatkan 
bantuan dari pemerintah berupa PUAP (Pengembangan Usaha Agribisnis 
Perdesaan). PUAP merupakan program dari Kementrian Pertanian untuk 
Ketua 
(Abdul Karim) 
Pembina 
(Kepala Desa) 
Sekretaris  
Sodikin 
Seksi: 
1. Desintan (Kusnan) 
2. Pemasaran (Daryanto) 
3. Saprodi (Mustofa) 
4. Ternak (Ngadenan) 
5. Uppo (Ngasirun) 
6. Humas (Masrukan) 
 
Bendahara 
(Suyoto) 
mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui 
pengembangan usaha agribisnis perdesaan. 
Tahun 2010, adanya paket BANSOS untuk kelompok Gapoktan 
Kabul Lestari Jaya dengan dana anggaran yang diberikan pemerintah 
sebesar Rp 322.500.000,00 diwujudkan  berupa: 
 
1. Rumah Kompos 1 unit 
2. Kandang Komunal 1 unit 
3. Kendaraan Roda tiga 1 unit 
4. Ternak Sapi 35 ekor.63 
Dalam kelompok tani ada beberapa produk untuk mensejahterakan 
kelompoknya, sesuai dengan struktur organisai yang memiliki beberapa 
seksi dibawah ketua mereka memiliki tugas masing-masing dengan tujuan 
yang sama yakni mensejahterakan anggota Gapoktan Kabul Lestari Jaya, 
salah satunya dengan adanya modal untuk ternak sapi bagi Gapoktan. 
Usaha ternak sapi di Desa Panunggalan yang ada di Kecamatan Pulokulon, 
Kabupaten Grobogan  adalah usaha produktif yang menggunakan sistem 
bagi hasil. Yakni pihak pertama (Gapoktan) menyediakan seluruh modal 
berupa sapi. Sapi tersebut diserahkan pada pihak kedua (peternak sapi 
anggota Gapoktan) untuk diternakkan.
64
 
Dalam kerjasama ini pembagian hasil dibagi tiga, sepertiga untuk 
kelompok tani, sepertiga peternak sapi, sepertiga untuk biaya operasional 
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 Suyoto, Bendahara Gapoktan Kabul Lestari Jaya, Wawancara Pribadi, Rabu , 5 Juli 
2017 jam 18.00-18.45WIB. 
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 Ibid . 
selama pemeliharaan. Untuk memudahkan penghitungan diambil 
kesepakatan pembagian hasil dari pemeliharaan sapi menjadi 30 % untuk 
Gapoktan : 70 %  untuk peternak sapi, hal ini dikarenakan biaya 
operasional pada akhirnya akan diberikan pada peternak sapi. Biaya 
operasinal yang dimaksud disini seperti pembelian pakan, perawatan 
ketika sakit, biaya penyuntikan kawin sapi.
65
 
Bantuan selanjutnya pada tahun 2015 diberikan satu buah traktor 
dan ditahun 2017 ini pemerintah memberi bantuan berupa pembelian 
benih bersubsidi. 
D. Praktik Kerjasama Bagi Hasil Gapoktan dengan Peternak Sapi 
Untuk memahami lebih jauh tentang praktek pengelolaan dana 
hibah dalam kerjasama di Desa Panunggalan, terlebih dahulu penulis akan 
memberikan gambaran tentang kerjasama yang dilakukan:  
a. Adanya serah terima antara Gapoktan dan peternak sapi. Dalam 
prosesnya anggota Gapoktan yang ingin beternak sapi mendaftar 
dahulu kepada Bendahara Gapoktan. Bendahara Gapoktan kemudian 
mendata peternak, apabila telah mencapai 35 peternak, maka anggota 
yang mendaftar tersebut perlu menunggu sampai ada salah satu 
peternak berhenti beternak kemudian anggota yang mendaftar dapat 
menggantikannya, serah terima berlangsung dengan saling percaya 
tanpa adanya ketentuan hitam diatas putih.
66
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b. Persekutuan ini antara dua pihak yaitu Gapoktan dan peternak sapi. 
Syarat supaya dapat menjadi peternak sapi disini diutamakan bagi 
anggota yang memiliki ekonomi rendah tentu merupakan anggota 
Gapoktan yang cakap hukum, jika anggota yang memiliki ekonomi 
rendah tidak mau cukup diutamakan anggota yang bekenan ternak 
sapi. Beternak Sapi, dalam pelaksanaannya anggota yang beternak 
dilakukan dengan suka rela tanpa adanya paksaan dari pihak Gapoktan 
Kabul Lestari Jaya.  
c. Modal dalam persekutuan ini adalah seekor sapi, biasanya sapi betina 
dibeli oleh Gapoktan yang diwakili Bendahara setelah dibelikan 
langsung ditujukan ke rumah calon peternak sapi. Sesuai  dengan  
bantuan  pemerintah, sapi yang jumlahnya 35 ekor  tersebut awalnya 
ada pada satu  kandang  kemudian diminta oleh peternak diternak pada 
kediaman masing-masing tujuannya untuk mempermudah 
pemeliharaan dikarenakan jika dalam satu kandang komunal peternak 
yang rumahnya jauh dari kandang susah nuntuk memantau 
perkembangan sapi yang diternak.
67
 Dalam pendistribusian, sapi yang 
dibeli dari pasar oleh Gapoktan Kabul Lestari Jaya  diangkut dengan 
Truk kemudian langsung ditempatkan pada rumah anggota peternak 
sapi. Biaya pendistribusian ini ditanggung oleh Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya dengan  mengambil dana dari hasil prosentase bagi hasil 
kerjasama ini. Namun diawal kerjasama pendistribusian biaya diambil 
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dari kas Gapoktan Kabul Lestari Jaya sehingga di tahun berikutnya 
sebagian hasil dari prosentase bagi hasil Gapoktan Kabul Lestari Jaya 
digunakan untuk mengembalikan kas mengingat dalam Gapoktan ini 
tidak hanya satu bentuk kerjasamanya, kerjasama yang lain seperti 
pembuatan pupuk organik, penyediaan benih dan yang lainnya. 
Beternak sapi ini awalnya  masa pemeliharaan  enam bulan ditawarkan 
pada anggota, kemudian sejak tahun 2016 ditetapkan menjadi 
setahun
68
, siapa yang mau beternak maka akan diberikan satu ekor sapi 
umumnya betina.
69
 Apabila dalam masa pemeliharaan sapi tersebut 
melahirkan anak maka diperbolehkan untuk dipelihara pula. Apabila 
dalam usaha terjadi kerugian bukan kesalahan peternak (misal karena 
bencana alam atau keracunan) maka pihak Gapoktan yang 
menanggung kerugian, jika kerugian terjadi karena kesalahan peternak 
(misal: mati kelaparan) maka kerugian ditanggung peternak.  
d. Mengenai usaha dari peternak seperti memberi makan (biasanya 
adalah rumput segar, jerami, daun pisang) minimal 3 kali sehari , 
minum (umumnya adalah air yang dicampur garam dan bekatul) 
minimal tiga kali sehari, memandikan ketika sapi sudah terlihat kotor, 
apabila sakit juga dirawat serta mengawinkan. 
e.  Sedangkan untungnya akan dibagi diantara mereka berdua sesuai 
kesepakatan. Proses pembagian hasil dilaksanakan pada akhir 
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kerjasama sesuai kesepakatan awal. Bagi Hasil, sesuai kesepakatan 
diawal antara kedua belah pihak saling mengetahui bagiannya dimana 
untuk Gapoktan Kabul Lestari Jaya sebagai pemberi modal mendapat 
sepertiga bagian, biaya operasional sepertiga  dan peternak sapi 
sebagai pengelola modal mendapat  sepertiga pula. Kemudian 
sepertiga bagian biaya operasional diberikan pula pada peternak 
sehingga kesepakatannya prosentase menjadi 30% untuk Gapoktan dan 
70% untuk peternak, dimana perhitungannya harga jual-harga beli = 
sisa dibagi dua 30% : 70%, untuk sapi anakan hasil dari sapi betina 
yang diberi Gapoktan apabila dijual perhitungannya harga jual dibagi 
dua dengan porsi 30% : 70 %.
70
 Sesuai dengan tujuan adanya 
kerjasama bagi hasil ini adalah membantu kesejahteraan anggota, 
maka dari itu pihak ṣaḥibul mâl  berani hanya mengambil bagian 30 % 
dari bagi hasil kerjasama ini.
71
 Dan kerjasama ini meguntungkan 
peternak jika dibandingkan peternak sapi memelihara milik perorangan 
karena biasanya persentase bagi hasil 50 % : 50 %.
72
 Contoh  
perhitungan  sapi  yang  dipelihara  oleh  Bapak  Nyoto pada tahun 
2016 seharga  Rp 6.150.000,- selama sepuluh bulan dengan jenis 
kelamin  betina terjual seharga Rp 7.350.000,- . Harga jual dikurangi 
harga beli  sama dengan keuntngan yaitu  7.350.000 – 6.150.000 sama  
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dengan  1.200.000 (keuntungan). Keuntungan bagi peternak sebanyak  
70%  yaitu 1.200.000 x 70% adalah Rp 840.000,- untuk  gapoktan  
30% x  1.200.000  adalah Rp 360.000,-. Jika sapi yang  dipelihara  
melahirkan  maka  keuntungan yang  diperoleh  bagi peternak  sapi  
dan  gapoktan dari  induk  sapi  betina dan  juga anak  sapi  dengan  
porsi keuntungan tetap 70% untuk  peternak dan  30% untuk  
gapoktan. Contoh  perhitungan sapi  yang  diternak  oleh  Bapak  
Samsuri tahun 2016 harga  beli Rp 4.300.000,- betina melahirkan 
seekor  sapi  jantan. Kemudian sapi jantan  tersebut  dijual seharga Rp 
6.200.000,-  harga  tersebut langsung  dibagi 70% untuk peternak Rp 
4.340.000,-  dan  30%  untuk  gapoktan  yaitu Rp  1.860.000,- dan 
untuk  sapi  betinanya  tidak ada  keharusan  dijual bersamaan  dengan 
anaknya  dan  boleh  untuk dipelihara kembali. Jika ada pemeliharaan  
yang  mengakibatkan  kerugian, dimana kerugian  diakibatkan kondisi 
bukan  karena kelalaian  peternak maka peternak  tidak mengganti 
kerugian  tersebut.  Dalam bagi hasil ada syarat yang harus terpenuhi
73
 
: 
1. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Pembagian keuntungan  
dilakukan dengan cara revenue  sharing, semua pihak yang 
terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan  
laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila 
pengelola dana mengalami kerugian yang normal.  Keuntungan 
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harus menjadi hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan 
bahwa seluruh keuntungan hanya untuk salah satu pihak. 
Gapoktan siap mengambil resiko rugi dari modal yang dikelola. 
Sebaliknya peternak mengambil resiko tidak memperoleh apa-apa 
dari usahanya, seandainya perniagaan tidak dapat merealisasikan 
keuntungan. Sharing kerugian dalam bagi hasil ini diwujudkan 
dengan bentuk Gapoktan rugi secara material dan peternak  rugi 
secara non material (tenaga dan fikiran). 
2. Penentuan angka keuntungan dihitung dengan persentase hasil 
usaha yang dikelola oleh peternak berdasarkan atas kesepakatan 
kedua belah pihak. Yakni sepertiga  untuk Gapoktan, sepertiga 
untuk peternak dan sepertiga sebagai ganti biaya operasional yang 
sesuai kesepakatan awal diberikan kepada peternak. 
3. Sebelum mengambil jumlah keuntungan, usaha harus dikonvensi 
ke dalam mata uang, modalnya disisihkan. Dan usaha tersebut, 
harus ada kejelasan posisi antara modal yang akan dikembalikan 
secara utuh dan keuntungan yang akan dibagi. 
4. Peternak   hanya bertanggung jawab atas sejumlah modal yang  
telah diinvestasikan dalam  usaha. Komitmen apapun memerlukan 
persetujuan Gapoktan. Misal ketika sapi ingin dikawinkan, perlu 
bicara terlebih dahulu pada pihak Gapoktan bukan langsung 
mengawinkan tanpa konfirmasi pada pihak Gapoktan. 
 
BAB IV 
ANALISIS KERJASAMA ANTARA GAPOKTAN KABUL LESTARI 
JAYA DAN PETERNAK SAPI MENURUT KONSEP MUḌĀRABAH 
 
 
Kerjasama dengan tujuan menghasilkan keuntungan yang akhirnya 
keuntungan akan dibagi antar pihak merupakan aktifitas manusia pada umumnya 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam Islam istilah tersebut sering kita 
kenal dengan istilah muamalah. 
A. Pelaksanaan Kerjasama antara Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan 
Peternak Sapi di Desa Panunggalan 
Untuk melihat atau menganalisa pelaksanaan kerjasama antara 
Gapoktan dan peternak sapi di Desa Panunggalan Kecamatan Pulokulon, 
maka secara sistematis penulis uraikan dengan sub-sub sebagai berikut : 
1. Ungkapan serah terima 
Dalam prosesnya anggota Gapoktan yang ingin beternak sapi 
mendaftar dahulu kepada Bendahara Gapoktan (hal ini bisa dianggap 
seperti ijab). Bendahara Gapoktan kemudian mendata peternak, 
apabila telah mencapai 35 peternak, maka anggota yang mendaftar 
tersebut perlu menunggu sampai ada salah satu peternak berhenti 
beternak kemudian anggota yang mendaftar dapat menggantikannya 
(hal ini dianggap kabul), serah terima berlangsung dengan saling 
percaya tanpa adanya ketentuan hitam diatas putih. 
 
2.  Orang yang melakukan akad. 
Para pihak yang  terlibat pada sistem muḍārabah di Desa 
Panunggalan terdiri dari dua pihak, yaitu pihak pertama yaitu 
Gapoktan Kabul Lestari Jaya yang dalam melakukan akad biasa 
diwakili oleh bendahara Gapoktan sebagai ṣaḥibul māl (pemilik dana) 
dan pihak kedua yaitu anggota dari Gapoktan Kabul Lestari Jaya 
sebagai muḍārib (pengelola dana). Dalam kerjasama ini pihak 
Gapoktan menentukan batasan pemeliharaan yaitu dari yang awalnya 
enam bulan pada tahun 2016 dirubah menjadi setahun. 
3. Adanya modal 
Gapoktan Kabul Lestari Jaya memberikan modal  berupa uang 
yang diwujudkan dalam bentuk barang (sapi), sehingga besarnya 
modal ditentukan secara jelas, diketahui secara pasti oleh pihak-pihak 
terkait (Gapoktan dan peternak sapi) dan harus ada saat akad 
dilangsungkan. Dimana Gapoktan Kabul Lestari jaya dalam hal ini 
sebagai ṣaḥibul māl yang diserahkan kepada anggota Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya yang beternak sapi diwujudkan dalam bentuk sapi, 
sebelum diserahkan dan diwujudkan dalam bentuk sapi, ṣaḥibul māl 
dan muḍārib melakukan pembelian sapi bersama, sehingga kedua 
belah pihak saling mengetahui modal awal tersebut. Untuk kandang 
sapi disediakan masing-masing oleh peternak hal ini terjadi karena 
sapi yang asalnya berada dalam satu kandang komunal atas kebijakan 
para anggota menjadi diternakkan di rumah masing-masing dengan 
alasan lebih memudahkan pemeliharaan.  
4. Usaha dari peternak.  
Dalam kerjasama ini peternak sapi selama pemeliharaan 
peternak memberikan pakan seperti rumput, jerami, dan lainnya juga 
memberi minum yaitu air bekatul dicampur garam. Kaitannya dengan 
usaha peternak sapi disini, pihak Gapoktan memberikan bagian 
tersendiri, yaitu biaya operasional yang diberikan pada akhir 
kerjasama dengan jumlah bagian sepertiga. Dan dalam hal ini kiranya 
dapat dipahami bahwa biaya pengelolaan pada dasarnya dibebankan 
kepada pengelola modal, namun tidak masalah biaya diambil dari 
keuntungan apabila pemilik modal mengizinkannya atau berlaku 
menurut kebiasaan.  
5. Bagi Hasil 
Sesuai kesepakatan diawal antara kedua belah pihak saling 
mengetahui bagiannya dimana untuk Gapoktan Kabul Lestari Jaya 
sebagai pemberi modal mendapat sepertiga bagian, biaya operasional 
sepertiga  dan peternak sapi sebagai pengelola modal mendapat  
sepertiga pula. Kemudian sepertiga bagian biaya operasional diberikan 
pula pada peternak sehingga kesepakatannya prosentase menjadi 30% 
untuk Gapoktan dan 70% untuk peternak, dimana perhitungannya 
harga jual-harga beli = sisa dibagi dua 30% : 70%, untuk sapi anakan 
hasil dari sapi betina yang diberi Gapoktan apabila dijual 
perhitungannya harga jual dibagi dua dengan porsi 30% : 70 %.
74
 
Dalam pembagian hasil kebijakan diambil persentase lebih banyak 
untuk peternak sapi sesuai dengan harapan dibentuknya Gapoktan, hal 
itu dikarenakan tujuan Gapoktan untuk mensejahterakan 
kelompoknya. Dalam pembagian hasil pada kerjasama ini 
menggunakan sistem revenue sharing. Dalam kerjasama ini pula 
apabila terjadi kerugian bukan karena kelalaian peternak maka 
Gapoktanlah yang menanggung kerugian dan peternak tidak wajib 
mengembalikan modal juga keduanya tidak dapat membagi 
keuntungan. Seperti halnya yang terjadi ketika ada sapi peternak yang 
mati akibat keracunan makanan dimana hal itu tidak disengaja oleh 
peternak maka Gapoktan beresiko menanggung kerugian modal dan 
hal ini pernah terjadi di tahun 2017 yakni sapi yang dipelihara oleh 
Bapak Sodikin.  
B. Sistem Bagi Hasil dalam Pelaksanaan Kerjasama antara Gapoktan 
Kabul Lestari Jaya dan Peternak Sapi. 
Muḍārabah adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik 
modal (ṣahibul māl) dan pedagang/pengusaha/orang yang mempunyai 
keahlian untuk melakukan sebuah usaha bersama. Pemilik modal 
menyerahkan  modalnya pada pengusaha/ pedagang untuk usaha tertentu. 
Jika dari usaha tersebut mendapat keuntungan maka akan dibagi sesuai 
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kesepakatan namun jika terjadi kerugian maka akan ditanggung pemilik 
modal dan pengusaha tidak berhak atas upah dari usahanya.
75
 
6. Ṣigat adalah ungkapan serah terima. Syarat yang terkait dengan ṣigat76 
a. Ijab dan kabul harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan 
kegiatan muḍārabah. Dalam menjelaskan maksud tersebut dapat 
menggunakan kata muḍārabah atau kata lain yang semakna 
dengannya. Misal: “Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha kita 
bersama”. 
b. Ijab dan kabul harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama 
sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab  yang 
diucapkan oleh pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh 
pihak kedua sebagai ungkapan bekerjasama. 
c. Ijab dan kabul harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan 
keinginan pihak kedua. Secara lebih luas ijab  dan kabul tidak saja 
terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal 
dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-
kesepakan lain yang muncul lebih rinci. Dalam hal ini, ijab  dan 
kabul tidak selalu tidak selalu diungkapkan. 
Menurut Fatwa MUI, Pernyataan ijab  dan kabul harus 
dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka 
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dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal 
berikut: 
d. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan 
tujuan kontrak (akad). 
e. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. 
f. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau 
dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern. 
Dalam pernyataan ijab dan kabul secara umum sudah 
memenuhi namun seharusnya akad dituangkan secara tertulis, atau 
menggunakan cara-cara komunikasi modern. Hal ini dimaksudkan 
untuk menjamin kepastian hukum dalam kerjasama muḍārabah. 
7. Mengenai A’qidain: orang yang melakukan akad. 
Orang yang melakukan akad dalam Fatwa MUI tentang 
muḍārabah adalah penyedia dana (ṣaḥibul māl ) dan pengelola 
(muḍārib) harus cakap hukum. 
Para ulama fikih menetapkan kalau pihak-pihak yang 
melakukan akad dipandang mampu bertindak menurut hukukm 
(mukallaf). Dan akad yang dilakukan oleh orang yang kurang waras 
(gila) atau anak kecil yang belum mampu bertindak hukum secara 
langsung hukumnya tidak sah.
77
 Gapoktan sebagai penyedia dana dan 
peternak sapi sebagai pengelola modal. Dalam hal rukun tidak ada 
permasalahan baik penyedia atau pengelola diharuskan perorang atau 
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sebuah kelompok. Untuk hal ini kerjasama yang dilakukan Gapoktan 
dan peternak sapi memenuhi rukun. Kedua belah pihak yang terlibat 
dalam akad sistem bagi hasil ternak sapi di Desa Panunggalan, secara 
umum sudah memenuhi syarat untuk melakukan akad. Keduanya 
adalah orang yang sudah dewasa dan mampu untuk berbuat hukum 
(cakap betindak hukum). Pada saat melakukan akad juga tidak dalam 
keadaan hilang akal, dalam pengelolaan sapi, peternak diberi 
kebebasan seluasnya dalam pemeliharaan dan dilakukan atas dasar 
saling rela. Dari sini dapat dilihat bahwa jenis muḍārabah yang tepat 
dalam pelaksanaan sistem bagi hasil adalah muḍārabah muqayyadah 
karena adanya keterbatasan waktu dalam pemeliharaan juga jenis 
usaha ditentukan.  
8. Al-māl: adanya modal 
a. Modal harus berupa uang, maka jika modal tersebut berbentuk 
barang, menurut Ulama tidak diperbolehkan. Sebab sulit 
menentukan keuntungannya. Menurut sebagian ulama‟ mazhab 
Syafi‟i mata uang suatu negara posisinya sama dengan naqd 
(mata uang emas dan perak), dan dapat disunahkan sebagai ra’su 
al-māl muḍārabah (modal usaha) selama uang tersebut masih 
berlaku. Islam memandang harta dengan acuan akidah yang 
didasarkan pada Al-Qur‟an, yakni dipertimbangkannya 
kesejahteraan manusia, alam, masyarakat dan hak milik. Dalam 
pengembangan harta dilarang dengan cara menyengsarakan 
masyarakat juga melarang memakan harta manusia secara tidak 
sah. Hal ini sesuai dengan Q.S Al- Baqarah : 188, 278-279.
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b. Besarnya ditentukan secara jelas. Modal harus diketahui secara 
pasti oleh pihak-pihak terkait dan harus ada saat akad 
dilangsungkan. 
c. Modal bukan merupakan pinjaman (hutang). Modal yang berupa 
pinjaman secara hakiki bukan merupakan harta dari ṣaḥibul māl. 
d. Modal diserahkan langsung kepada muḍārib dan tunai. Jika ada 
sebagian modal yang dipegang oleh ṣaḥibul māl, maka menurut 
Ulama Syafi‟i, Maliki, dan Hanafi tidak boleh. Akan tetapi, 
menurut Ulama Hambali boleh asalkan tidak mengganggu 
kelancaran usaha. 
e. Modal digunakan sesuai dengan syarat-syarat akad yang 
disepakati. Muḍārib tidak bisa menggunakan modal di luar 
persyaratan yang telah menjadi kesepakatan. Kecuali jika ṣaḥibul 
māl memberikan kebebasan pada muḍārib untuk mengelola 
hartanya. Jika ini terjadi maka muḍārib memiliki kebebasan untuk 
mengelola modal sesuai dengan yang dikehendakinya meski tetap 
harus bertanggung jawab (muḍārabah mutlaqah). 
f. Pengembalian modal dapat dilakukan bersamaan dengan waktu 
penyerahan bagi hasil atau pada saat berakhirnya masa 
muḍārabah. 
                                                          
78
 Muhammad, Etika Bisnis Islam…, hlm. 24.  
g. Pada prinsipnya, dalam muḍārabah tidak diperkenankan 
mengenakan jaminan. Namun, agar pengelola dana tidak 
melakukan penyimpangan, pemilik modal dapat meminta 
jaminan.dari muḍārib atau pihak ketiga. Jaminan dapat dicairkan 
oleh ṣaḥibul māl, jika muḍarib melakukan pelanggaran terhadap 
hal – hal yang telah disepakati. 
Dalam fatwa MUI menyebutkan: Modal ialah sejumlah uang 
dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada Muḍārib 
untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut: 
d. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. 
e. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal 
diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada 
waktu akad. 
f. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan 
kepada Muḍārib, baik secara bertahap maupun tidak, sesuai 
dengan kesepakatan dalam akad. 
Modal kerjasama ternak sapi diketahui pasti yaitu sapi dan 
kandang komunal, meski seiring berjalannya waktu kandang menjadi 
dibebankan pada peternak yang dikarenakan atas kemauan para 
peternak sendiri untuk menyediakan kandang sendiri di rumahnya, hal 
ini dianggap lebih memudahkan pemeliharaan dan para peternak rela 
penyediaan kandang bukan termasuk bagian dari modal kerjasama 
maka dalam hal modal kerjasama ini memenuhi syarat. 
9. Al-a’mal, yaitu usaha dari muḍārib. Syarat yang terkait usaha.79 
Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama 
khususnya Syafi‟i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya 
berupa usaha dagang. Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan 
industri dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam 
kontrak persewaan yang mana semua kerugian dan keuntungan 
ditanggung oleh pemilik modal. Sementara para pegawainya digaji 
secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain 
berdagang, termasuk kerajinan atau industri. Disbutkan pula dalam 
fatwa MUI: 
d.  Kegiatan usaha adalah hak eksklusif muḍārib, tanpa campur 
tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan 
pengawasan. 
e. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola 
sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan 
muḍārabah, yaitu keuntungan. 
f. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam 
tindakannya yang berhubungan dengan muḍārabah, dan harus 
mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu. 
Peternak sapi memberi makan, minum, pemeliharaan ketika 
sakit yang tentunya dengan tidak menyalahi aturan syari‟ah adalah 
sebuah usaha pengelola mencapai tujuan muḍārabah. 
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  Ibid., hlm. 87. 
10.  Al-ribḥ, yaitu adanya keuntungan. Keuntungan dibagi sesuai 
kesepakatan. Pembagian keuntungan dapat dilakukan dengan dua 
cara, profit sharing dan revenue sharing. Keuntungan harus menjadi 
hak bersama sehingga tidak boleh diperjanjikan bahwa seluruh 
keuntungan hanya untuk salah satu pihak. Pada dasarnya muḍārabah 
membagi keuntugan berdasarkan kesamaan, namun jika seorang 
muḍārib mensyaratkan seluruh keuntungan untuk dirinya para fuqaha 
berbeda pendapat. Imam Malik membolehkannya, karena cara itu 
merupakan kebaikan atau kesukarelaan ṣaḥibul māl. Dilain pihak 
Imam Syafi‟I melarangnya, beliau menganggap cara seperti itu 
sebagai suatu kesamaran karena jika terjadi kerugian ṣaḥibul māl pun 
telah menanggung modalnya. Jadi menurut Imam Syafi‟i beban resiko 
yang ditanggung ṣaḥibul māl itu telah berat dan tidak boleh 
ditambahinya lagi. Menurut Imam Abu Hanifah kaitannya dengan hal 
tersebut hal itu bukan muḍārabah melainkan qarḍ (pinjaman). Artinya 
pelimpahan seluruh keuntungan ke tangan muḍārib menjadikan 
kegiatan ekonomi tersebut sebagai sebuah pinjaman, maka dari itu jika 
terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian) maka kerugian ditanggung 
muḍarib.80 Syarat keuntungan dalam Fatwa MUI berikut ini harus 
dipenuhi: 
c. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan 
hanya untuk satu pihak. 
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 Nurul Huda dan Mohammad Heykal, Lembaga Keuangan Islam, (Tinjauan Teoritis 
dan Praktis), (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 89. 
d. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui 
dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam 
bentuk prosentasi (nisbah) dari keun-tungan sesuai kesepakatan. 
Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. 
e. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari 
muḍārabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian 
apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, 
atau pelanggaran kesepakatan. 
Kerjasama ternak sapi membagi keuntungan atau pembagian 
hasil diperuuntukan untuk kedua belah pihak dengan nisbah 30% 
untuk Gapoktan dan 70% dengan revenue sharing, untuk peternak 
dengan kerugian ditanggung Gapoktan apabila bukan kelalaian 
peternak dan hal ini sesuai konsep muḍārabah. 
Pada umumnya, kerjasama di desa Panunggalan dilaksanakan 
dengan tujuan untuk mensejahterakan anggota Gapoktan dengan 
bekerjasama berusaha dalam suatu usaha di mana pihak pertama 
kelebihan dana dan pihak kedua kekurangan modal namun memiliki 
skill, dengan adanya kerjasama dengan sistem bagi hasil ini 
diharapkan dapat membantu meningkatkan perekonomian keluarga, 
setidaknya menambah pendapatan penduduk sedikit demi sedikit. 
Untuk Gapoktan sendiri dengan keuntungan 30% dari setiap sapi yang 
diternakkan dapat menambah kemasukan kas Gapoktan sehingga 
dapat dirasakan hasilnya oleh para anggota Gapoktan yang tidak 
beternak dengan dikembangkan keuntungan pada sektor kerjasama 
lain dalam Gapoktan seperti tambahan modal pembelian benih, dan 
pembuatan pupuk. Karena usaha ini berprinsip saling tolong 
menolong dalam berbuat kebaikan, dan dalam kerjasama disini sesuai 
seperti konsep muḍārabah. 
Tabel IX. Kesesuaian Rukun dan Praktik 
Hal Ketentuan muḍarabah 
menurut Syari‟at 
Praktik Pelaksanaan 
Kerjasama Kelompok 
Tani dengan Peternak 
Sapi 
Ṣigat ungkapan serah terima Ungkapan serah terima 
berlangsung dengan 
saling percaya tanpa 
adanya ketentuan hitam 
diatas putih. 
A’qidain Ada orang yang berakad 
(dua orang atau lebih) 
Ada orang yang berakad 
(perwakilan Gapoktan 
dan anggota Gapoktan) 
Al-māl Adanya modal Modal berupa sapi dari 
Gapoktan. Ketika terjadi 
kerugian bukan karena 
kesalahan peternak sapi 
(karena bencana alam, 
keracunan) ditanggung 
Gapoktan dan jika 
kerugian karena 
kesalahan peternak maka 
peternak harus membayar 
kerugian tersebut. 
Al-a’’mal Usaha dari muḍārib Dalam kerjasama ini peternak 
sapi sebagai muḍārib 
memelihara dengan 
jangka yang  ditentukan, 
meskipun jangka selama 
pemeliharaan peternak 
memberikan makan 
seperti rumput, jerami, 
dan lainnya juga memberi 
minum yaitu air bekatul 
dicampur garam. 
Al-ribḥ Adanya keuntungan Keuntungan dihitung dari 
harga jual dikurangi 
modal awal. Sisa tersebut 
dibagi 3, untuk Gapoktan, 
biaya operasional selama 
pemeliharaan, dan untuk 
peternak, dalam 
pelaksanaannya 
perhitungan menjadi 30 % 
: 70 %  dimana 30 % 
untuk Gapoktan, 70 % 
untuk peternak karena 
biaya pemeliharaan 
diberikan kepada 
peternak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pada pembahasan analisis diatas, maka penelitian 
untuk skripsi ini dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut: 
1. Peelaksanaan sistem bagi hasil antara Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan 
peternak sapi di Desa Panunggalan dalam prosesnya serah terima 
berlangsung dengan saling percaya tanpa adanya ketentuan yang hitam 
diatas putih. Adanya modal yang awalnya berupa seekor sapi dan kandang 
komunal berubah menjadi hanya seekor sapi dengan kandang disediakan 
sendiri oleh peternak atas kebijakan bersama untuk memudahkan 
pemeliharaan, usaha yang dilakukan peternak dalam pengelolaan ini 
dengan pemberian pakan, minum, perawatan ketika sakit. Mengenai 
keuntungan pembagian hasil 30% bagi Gapoktan dan 70% bagi peternak 
dilakukan secara revenue sharing. 
2.  Dalam pelaksanaan bagi hasil antara Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan 
peternak sapi di Desa Panunggalan sah dengan alasan: 
a. Pelaksanaannya telah memenuhi rukun dan syarat sesuai dengan 
konsep muḍārabah. dengan jenis muḍārabah muqayyadah. 
b. Kerjasama dilakukan oleh Gapoktan sebagai penyedia dana dan 
peternak sebagai pengelola dana, dan menurut Fatwa MUI hal ini 
memenuhi rukun muḍārabah. 
c. Pembagian keuntungan meski bukan berdasarkan kesamaan namun 
sesuai kesepakatan dan menurut Fatwa MUI hal ini memenuhi rukun 
muḍārabah. 
 
 
B. Saran-saran 
  Setelah memperhatikan, menggambarkan dan menganalisis tentang 
pelaksanaan bagi hasil antara Gapoktan Kabul Lestari Jaya dan peternak 
sapi di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon dalam jangka waktu 
perkembangannya sampai sekarang ini, saran yang harus diperbaiki untuk 
modal usaha ternak sapi di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon: 
4. Bagi Ṣaḥibul māl (Gapoktan Kabul Lestari Jaya): 
Dari segi bagi hasil menguntungkan muḍārib, namun alangkah 
baiknya dalam kerjasama ini dibuatlah kontrak kerjasama (perjanjian 
hitam diatas putih) agar dikemudian hari tidak ada yang dirugikan 
untuk kedua belah pihak serta menjamin kepastian hukum dalam 
kerjasama. 
5. Bagi Muḍārib (anggota Gapoktan peternak sapi) 
a. Saran untuk muḍārib supaya dalam pemeliharaan memberikan 
usaha yang optimal karena keoptimalan usaha dari mudharib 
memberikan dampak positif, yakni memperoleh keuntungan 
maksimal serta mendorong terciptanya kesejahteraan sesuai tujuan 
adanya kerjasama ini. 
b. Menjadi muḍārib yang amanah karena yang dikelola adalah modal 
anggota Gapoktan yang nanti hasil keuntungan 30 % akan 
dikembalikan untuk anggota pula. 
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LAMPIRAN 1 
Daftar Pertanyaan 
Pengurus Gapoktan (ṣaḥibul māl) 
1. Sejak kapan adanya kerjasama bagi hasil ternak sapi antara anggota 
kelompok tani dan Gapoktan Kabul Lestari Jaya?  
2. Apakah ada pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi antara 
anggota kelompok tani dan Gapoktan Kabul Lestari Jaya?  
3. Apakah pembagian hasil diketahui kedua belah pihak? 
4. Dalam bantuan BANSOS disebutkan hanya ada satu kandang komunal 
untuk pemeliharaan sapi, bagaimana kebijakan organisasi Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya? 
5. apakah pernah ada keluhan dari para pemelihara? 
6. Sapi apakah yang dipelihara peternak? 
7. Bagaimana jika sapi yang dipelihara melahirkan? 
8. Bagaimana jika sapi yang dipelihara mati? 
9. Berapa waktu pemeliharaan sapi? 
Pemelihara Sapi 
1. Sejak kapan adanya kerjasama bagi hasil ternak sapi antara anggota 
kelompok tani dan Gapoktan Kabul Lestari Jaya?  
2. Apakah ada pemaksaan dalam kerjasama bagi hasil ternak sapi antara 
anggota kelompok tani dan Gapoktan Kabul Lestari Jaya?  
3. Apakah pembagian hasil diketahui kedua belah pihak? 
4. Dalam bantuan BANSOS disebutkan hanya ada satu kandang komunal 
untuk pemeliharaan sapi, bagaimana kebijakan organisasi Gapoktan Kabul 
Lestari Jaya? 
5. Sapi apakah yang dipelihara peternak? 
6. Bagaimana jika sapi yang dipelihara melahirkan? 
7. Bagaimana jika sapi yang dipelihara mati? 
8. Berapa waktu pemeliharaan sapi? 
9. Usaha apa yang dilakukan selama beternak? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 2 
Data Kepemilikian Lahan Kelompok Tani Kabul Lestari Jaya 
 
 
 
 
  
 
 
 
LAMPIRAN 3 
Bukti BANSOS untuk Gapoktan 2010 
 
  
 
LAMPIRAN 4 
Struktur Kepengurusan Gapoktan Kabul Lestari Jaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAMPIRAN 5 
Wawancara Pak Suyoto sekaligus Meminta Data Gapoktan 
 
 
 
LAMPIRAN 6 
Contoh Data Daftar Nama Pemelihara Sapi BANSOS  
Data 27 Februari 2016 
 
 
 
Data 24 Oktober 2017
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